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"Setiap langkah transisi energi harus ddasarkan
pada keadilan, memastikanpara pekerjatidak
hanya menjadi penonton, tapi pemeran

utama dalam panggung perubahan. 6






KATA PENGANTAR
PRESIDEN KSPI

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPkrasa
terhormat untuk mempersembahkan hasil penelitian
yang berjudul Transisi Energi BerkeadilanSerta
Dampaknya pada Sektor Pertambangan, Tekdaih
Perkebunad Penelitian ini merupakan bagian dari
upaya KSPI untuk memahami dan mengadvokasi hak
hak pekerja dalam konteks transisi energi yang
berkeadilan di Indonesia.

Transisi energi merupakan agenda global yang
bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada
energi fosil dan beralih ke sumber energi terbarukan.
Namun, perubahan ini membawa dampak signifikan
terhadap sektesektor ekonomi, termasuk sektor
tambang, garmen, dan perkebunan, yang menjadi fokus
penelitian ini. Ketiga sektor ini memiliki peran penting
dalam perekonomian Indonesia dan menyediakan
lapangan pekerjaan bagi jutaan pekerja.

Melalui penelitian ini, kami berupaya untuk

mengeksplorasi bagaimana kebijakan transisi energi
berkeadilan di Indonesia dapat mempengaruhitak
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pekerja, khususnya dalam hal upah, kondisi kerja, dan
kepastian kerja. Kami juga ingin mengidentifikasi

langkahlangkah advokasi yang dapat dilakukan oleh
KSPI untuk memastikan bahwa transisi energi tidak
hanya berdampak positif terhadap lingkungan, tetapi
juga terhadap kesejahteraan pekerja.

Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan
wawasan yang berguna bagi para pemangku kebijakan,
perusahaan, dan masyarakat sipil dalam merumuskan
strategi transisi energi yang berkeadilan dan inklusif.
Kami juga berharap penelitian ini dapat menjadi dasar
bagi KSPI dalam mengadvokasi Ha#k pekerja dan
memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses
pembangunan yang berkelanjutan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah
mendukung dan berpartisipasi dalam penelitian ini.
Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi
positif bagi upaya kita bersama dalam mencapai transisi
energi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

Transisi energi yang berkeadilan menjadi salah satu isu
penting yang tengah dihadapi Indonesia dalam beberapa
tahun terakhir. Dalam upaya mengurangi dampak
negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan
keberlanjutan, perubahan dari penggunaan energi fosil
menuju energi terbarukan menjadi langkah yang harus
ditempuh. Langkah ini tidak hanya berdampak pada
sektor energi, namun juga membawa perubahan besar
pada sektesektor lainnya, termasuk pertambangan,
garmen, dan perkebunan.
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Perusahaaperusahaan besar seperti PT Kalimantan
Prima Coal di sektor tambang, PT Nikomas Gemilang
di sektor garmen, dan PT Astra Agro Lestari di sektor
perkebunan dan kehutanan telah mengambil langkah
langkah untuk menerapkan kebijakan transisi energi.
Upaya ini mencakup penggunaan teknologi hijau,

pengurangan emisi karbon, dan adopsi sumber energi
terbarukan. Namun, transisi ini tidak hanya membawa
dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga

menghadirkan tantangan, khususnya bagi para pekerja.

Salah satu tantangan utama adalah potensi kehilangan
lapangan pekerja akibat pengenalan teknologi yang
lebih canggih dan otomatisasi. Perubahan dalam pola
produksi dan kebutuhan keterampilan baru menjadi
ancaman bagi pekerja yang tidak memiliki akses ke
pelatihan atau pendidikan yang memadai. Dalam situasi
ini, peran serikat pekerja, seperti KSPI, menjadi sangat
krusial. Serikat pekerja berperan dalam
memperjuangkan hakak pekerja, memastikan jaminan
kesejahteraan, dan terlibat dalam perencanaan serta
negosiasi dengan manajemen perusahaan.

Artikel ini akan mengupas lebih lanjut tentang
bagaimana transisi energi berkeadilan di Indonesia
mempengaruhi pekerja di seksektor tersebut.
Dengan melihat dari perspektif para pekerja dan serikat
pekerja, kita dapat memahami tantangan dan peluang
yang muncul dari transisi ini. Selain itu, kita juga akan
mengeksplorasi strategi dan solusi yang dapat
diterapkan untuk memastikan bahwa transisi energi
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tidak hanya berkelanjutan secara lingkungan, tetapi juga
adil dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat.

JakartaMaret2024

Said Igbal
Presiden KSPI
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1
PENDAHULUAN

BAB




1.1 Latar Belakang

ransisi energi berkeadilan dan dampaknya

terhadap ketenagakerjaan menjadi topik yang

semakin penting dianalisis dalam beberapa tahun
terakhir. Peralihan produksi dan konsumsi energi
menjadi penting untuk mengurangi dampak negatif dari
pengelolaan energi saat ini terhadap lingkungan dan
kesehatan manusia yang semakin terlihat.

Peran energi yang sangat penting bagi kebutuhan
seharihari telah memberikan dampak negatif dalam
jumlah besar terhadap alam dan manusia. Saat ini
sumber energi diklasifikasikan dalam dua jenis yakni
energi fosil dan energi terbarukan.

Menurut International Energi AgencyEA)?!, pada

tahun 2019, sekitar 84% kebutuhan energi global masih
disediakan oleh bahan bakar fosil, dengan minyak
mentah dan gas alam sebagai sumber energi dtama.
Sementara itu, energi terbarukan hanya menyumbang
sekitar 11% dari kebutuhan energi global, dengan

1 |EA adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun
1974 sebagai respons terhadap krisis energi global yang disebabkan
oleh krisis minyak pada tahun 1973. Tujuan utama IEA adalah untuk
mengoordinasikan langkdhngkah strategis anggotanya dalam
menghadapi masalah pasokan energi, keamanan energi, dao isu
lingkungan terkait energi.

2 Lihat IEA. (02 April 2023). Global Energy Review 2019.
https://www.iea.org/reports/globahergyreview-2019
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sebagian besar berasal dari energi hidro dan energi
angin.

Tingginya persentase pemenuhan kebutuhan global dari
sumber energi fosil memberikan dampak negative.
Pemanasan global, pencemaran udara, kerusakan lahan
dan kehilangan keanekaragaman hayati, kerusakan
sosial dan budaya menjadi masalah yang ditimbulkan.
Oleh karena itu dalam jangka panjang transisi energi ke
sumber energi terbarukan adalah ssdtunya pilihan
yang berkeadilan.

Transisi energi merupakan perubahan sistem produksi
dan konsumsi energi ke arah lebih adil dan merata
dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut
Andrea Gattd dalam artikelnyahe energy futures we
want: A research and policy agenda for energy
transitions yang diterbitkan pada tahun 2022
menyebutkan bahwa transisi energi berkeadilan harus
memastikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan
yang lebih adil dan berkeadilan serta semua kelompok
masyarakat terlibat dan mendapat manfaat dari
peralihan tersebut.

Pada tahun 2020 melalui artikelnya berjuBoktering

a local energy transition in a posbcialist policy
setting Jasminka Young dan Marleen Brans
mengemukakan bahwa transisi energi berkeadilan harus

8 Andrea Gatto. (2022). The energy futures we want: A research and
policy agenda for energy transition. Energy Research & Social Science.
Vol 89.
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memperhatikan hak asasi manusia dan keadilan sosial
dalam pengembangan infrastruktur energi terbartikan.

Dapat diartikan transisi energi tidak hanya sebatas

upaya penurunan emisi nhamun juga menyangkut

aktivitas ekonomi seperti kesejahteraan, kepastian,

keamanan, serta kesehatan tenaga kerja disektor transisi
energi.

Penelitian olehGlobal Commission on the Economy
and Climatemenemukan bahwa transisi energi dapat
memberikan peluang ekonomi yang signifikan, seperti
pembangunan lapangan kerja baru, peningkatan
investasi, dan penurunan biaya energi. Artinya transisi
tersebut menciptakan peluang lapangan kerja baru, serta
kemungkinan pekerja yang bekerja di sektor energi fosil
juga kehilangan pekerjaannya.

Menurut laporan International Renewable Energi
Agency (IRENA)®, secara global diperkirakan sektor
energi terbarukan menyerap sekitar 12,7 juta dengan
kata lain tumbuh 73% dari tahun 2012 yang menyerap
sekitar 7,3 juta tenaga kerja. Jumlah ini diperkirakan
mencapai angka 38,2 juta di tahun 2030. Sementara itu,

4 Jasminka Young & Marleen Brans. (2020). Fostering a local energy
transition in a possocialist policy setting. Environmental Innovation
and Societal Transitions, Vol. 36.

5 IRENA adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun
2009 untuk mempromosikan pengembangan dan penggunaan energi
terbarukan di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk mendukung
transformasi global menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan,
mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mengurangi ketergantungan
pada sumber energi fosil.
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pekerjaan di sektor terkait transisi energi lainnya (yaitu
efisiensi energi, kendaraan listrik, sistem tenaga/
fleksibilitas) tumbuh dari 45,8 juta menjadi 74,2 jtita.

Dalam konteks Indonesia, isu transisi energi
berkeadilan belum menjadi perhatian serius. Hal ini
dibuktikan dengan ketergantungan sumber energi masih
mengandalkan batubara dan gas bumi. Konsumsi
batubara di Indonesia meningkat signifikan sejak tahun
2000an, terutama dalam pembangkitan tenaga listrik.
Our World in Data mencatat 86,95% dari total produksi
listrik Indonesia tahun 2020 berasal dari bahan bakar
fosil. Angka ini turun sedikit dari 88,73% pada tahun
2019/ Persentasi yang sangat tinggi tersebut tentu
beriringan dengan jumlah tenaga kerja disektor energi
fosil masih tinggi.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa investasi
di sektor energi terbarukan cenderung menciptakan
lebih banyak lapangan kerja daripada investasi di sektor
energi fosil. Menurut laporan International Labour

Organization (ILO), setiap 1 juta dolar yang

diinvestasikan di sektor energi terbarukan dapat
menciptakan hingga 12,7 juta lapangan Kkerja,
sedangkan di sektor energi fosil hanya menciptakan 2,2

6 IRENA. (2022). World Energy Transition Outlook 2022.
International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

7Our World in Data. (26 April 2023). Fossil fuel subsidies: If we want
to reduce greenhouse gas emissions we should not pay people to burn
fossil fuels. https://ourworldindata.org/fossilel-subsidies
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lapangan kerjd. Ini menunjukkan bahwa sektor energi
terbarukan memiliki potensi besar untuk menciptakan
lapangan kerja baru yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Namun, peralihan ke sektor energi terbarukan juga
memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang
berbeda dari industri energi fosil. Oleh karena itu, ada
kekhawatiran bahwa pekerja di sektor energi fosil
mungkin tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan
yang dibutuhkan untuk beralih ke sektor energi
terbarukan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan
bahwa kekhawatiran ini mungkin berlebihan. Sebuah
studi oleh Center for New Energi Policy and
Technologymenemukan bahwa banyak keterampilan
yang dibutuhkan di sektor energi terbarukan dapat
dipindahkan dari industri energi fosil.

Kebijakan politik transisi energi berkeadilan mesti
berpihak pada masyarakat dan lingkungan yang
seimbang. Memperhitungkan  kepentingan  dan
kebutuhan masyarakat yang rentan, seperti kelompok
miskin, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.
Pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta harus
bekerja sama untuk memastikan bahwa transisi ini
terjadi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam proses
transisi energi juga sangat penting untuk memastikan

8 Databoks. (28 April 2023). Ini Sektor Energi Terbarukan dengan
Pekerja Terbanyalttps://databoks.katadata.co.id/datapublish/
2022/11/17/inisektorenergiterbarukardenganpekerjaterbanyak
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kepentingan mereka diwakili dan dapat merasakan

manfaat dari perubahan ini secara merata. Para pekerja
harus memiliki hak yang sama dalam akses dan

partisipasi dalam proses transisi energi. Hal ini dapat

dilakukan melalui pengembangan kebijakan yang

memperhitungkan hak pekerja dan memastikan

kesejahteraan mereka terlindungi dalam peralihan ke

sektor energi terbarukan. Dalam kesimpulannya transisi

energi berkeadilan harus berperan memperbaiki kualitas
hidup masyarakat.

Kepastian pemenuhan hakk pekerja dalam proses
transisi energi berkeadilan ini dapat di lihat dari
berbagai unsur. Beberapa unsur penting adalah upah
dan kompensasi yang adil, kondisi kerja yang aman dan
sehat, maupun kepastian kerja. Untuk itu, dalam
perjuangan buruh dalam menentukan upah yang layak
juga tidak terlepas dari peran Serikat Pekerja. Serikat
Pekerja ini menjadi wadah bagi kaum buruh untuk bisa
memperkuat persatuannya untuk berjuang memenuhi
haknya, baik dari pemerintah maupun pengusaha.

Salah satu serikat pekerja yang aktif untuk
mengadvokasi hakak pekerja disektor energi
berkeadilan ini adalah Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI). KSPI merupakan organisasi yang
menyatukan berbagai federasi serikat pekerja di
Indonesia sejak tahun 2007. Salah satu visi KSPI yaitu
terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi
pekerja khususnya serta rakyat Indonesia.

DAMPAK TRANSISI BERKEADILAN 7



KSPI menilai transisi energi berkeadilan merupakan
langkah mewujudkan industri yang ramah lingkungan
dan aman bagi pekerja. Bagi KSPI setidaknya ada 3
sektor industry yang menyangkut energi berkeadilan
yakni sektor tambang, sektor garmen, serta sektor
perkebunan dan kehutanan.

Ketiga sektor ini mencakup produksi dan konsumsi

energi. Oleh karena itu perlu dianalisi bagaimana

dampak transisi energi berkeadilan terhadap buruh yang
bekerja di tiga sektor tersebut.

Namun, untuk untuk mendapatkan hasil penelitian yang
akurat maka objek penelitian ini di batasi hanya tiga
perusahaan yaitu PT. Kalimantan Prima Coal di sektor
tambang, PT. Nikomas Gemilang di sektor garmen, dan
PT Astra Agro Lestari di sektor perkebunan dan
kehutanan. Pemilihan 3 perusahaan tersebut karena
sebagian besar buruhnya merupakan anggota KSPI.

1.2. Tujuan Penelitian

enelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak

transisi energi terhadap pekerja disektor tambang,

garmen, pertanian dan kehutanan. Pemahaman
terhadap dampak transisi tersebut akan menemukan
kelebihan dan kelemahan dari berbagai regulasi atau
perjanjian kerjasama antara buruh dan perusahaan yang

8 Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)



menyangkut hakiak buruh. Namun secara spesifik
penelitina ini bertujuan:

a.

Mengetahui dampak kebijakan transisi energi
berkeadilan di Indonesia terhadap ek pekerja.

Mengetahui penerapan dan dampak kebijakan
transisi energi terhadap buruh di PT. Kalimantan
Prima Coal untuk sektor tambang, PT. Nikomas
Gemilang untuk sektor garmen, dan PT Astra Agro
Lestari untuk sektor perkebunan dan kehutanan.

Mengetahui langkalangkah advokasi KSPI
terhadap buruh yang terdampak kebijakan transisi
energi berkeadilan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari uraian permasalahgang sudah

disampaikan diatas, adapunhathal yang
menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a.

Bagaimana dampak kebijakan transisi energi
berkeadilan di Indonesia terhadap ek pekerja?

Bagaimana penerapan dan dampak Kkebijakan

transisi energi terhadap buruh anggota KSPI di PT.
Kalimantan Prima Coal untuk sektor tambang, PT.

DAMPAK TRANSISI BERKEADILAN 9



Nikomas Gemilang untuk sektor garmen, dan PT
Astra Agro Lestari untuk sektor perkebunan dan
kehutanan?

c. Bagaimana langkalangkah advokasi KSPI
terhadap buruh yang terdampak kebijakan transisi
energi berkeadilan.

1.4. Signifikansi Penelitian

sudah banyak dilakukan. Namun sebagian pesar

penelitan hanya melihat penerapan transisi
energi di sektor industri, sedangkan penelitian ini
melihat dampak terhadap para pekerjanya.

Penelitian tentang transisi energi berkeadilan ini

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu
membuktikan menjelaskan kelebihan dan kelemahan
kebijakan transisi energi berkeadilan dilihat dari
pendekatan pekerjanya. Sementara secara praktis,
penelitian ini memiliki manfaat terhadap kelompok
kelompok buruh khususnya Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia.

10 Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)



1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Teori Pemenuhan HalHak Pekerja

Seorang profesor emeritus di London School of
Economics and Political Science (LSE) bernama
Richard Hymah  berpendapat globalisasi telah
menghasilkan persaingan yang lebih ketat di antara
perusahaaperusahaan multinasional dan
meningkatkan tekanan untuk menurunkan biaya
produksi, termasuk biaya tenaga kerja. Hal ini
berdampak pada kondisi kerja dan ek pekerja di
seluruh dunia.

Pada tahun 2001 R. Hyman mempublikasikan
artikelnya berjudul Understanding European Trade
Unionism: Between Market, Class, and Soci&glam
artikel tersebut ia menganalisis tentang faltédator
yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan serikat
pekerja dalam memperjuangkan Hwk pekerja di
tengah kondisi yang berubaibah.

Sejatinya gerakan buruh dan serikat pekerja pertama
kali muncul di Inggris dan Prancis. Pada awalnya,
gerakan serikat dibangun untuk memperjuangkan hak
hak pekerja di tempat kerja, seperti upah yang layak,

9 Lihat R. Hyman. (2001). Memahami Serikat Buruh Eropa: Antara
Pasar, Kelas dan Masyarakat. SAGE, London.
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jam kerja yang adil, dan kondisi kerja yang lebih baik.
Perlahan menurutnya gerakan buruh di Eropa terlibat
dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas,
seperti perjuangan hdiak sosial dan politik, hakak
minoritas, dan hakak lingkungan.

Hyman melihat bahwa saat ini gerakan serikat pekerja
menghadapi tantangan baru. Penurunan keanggotaan,
persaingan global yang semakin ketat, dan perubahan
dalam pola kerja dan jenis pekerjaan. Persaingan global
menjadi tantangan bagi gerakan serikat pekerja di Eropa
karena membuat sulit untuk memperjuangkan-tesik
pekerja di satu negara tanpa mempertimbangkan
persaingan global. Selain itu, perubahan dalam pola
kerja dan jenis pekerjaan, seperti pekerjaan fleksibel
dan kontrak kerja jangka pendek, membuat sulit bagi
serikat pekerja untuk memperjuangkan-hak pekerja.

Oleh karenanya, Hyman berpendapat bahwa kesuksesan
serikat pekerja tergantung pada beberapa faktor, seperti
memiliki dukungan anggota yang kuat, memiliki
keterampilan negosiasi yang baik, dan berkomitmen
untuk memperjuangkan hdiak pekerja secara kolektif.
Namun peran serikat pekerja dalam memperjuangkan
hakhak pekerja di tingkat internasional dan
membangun hubungan dengan gerakan sosial dan
politik lainnya hal penting untuk tetap dijalankan.

1.5.2. Teori Energi Berkeadilan

Pada tahun 2020 Robert Pollin, profesor Ekonomi di
University of Massachusetts Amherst, bersama Noam
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Chomsky, profesor  Emeritus  Linguistik  di
Massachusetts Institute of Technology (MIT) menulis
Climate Crisis and the Global Green New Deattikel

ini membahas tentang respons terhadap krisis iklim
global?®

Menariknya, artikel ini tidak hanya menggunakan
pendekatan lingkungan namun menganalisis dampak di
sektor tenaga kerja. Menurut Robert Pollin dan
Chomsky, transisi ke ekonomi yang ramah lingkungan
harus mencakup perubahan yang signifikan pada
lapangan kerja. pentingnya memastikan hak dan
kesejahteraan pekerja dalam proses transisi.
Menurutnya, hak buruh dan pengupahan yang layak
harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi
yang berkelanjutan.

Mereka menilai transisi energi erubahan iklim dan
transisi ke energi terbarukan memerlukan investasi
besarbesaran dalam infrastruktur, yang pada gilirannya
dapat menciptakan pekerjaan baru dan meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun lapangan
kerja yang ramah lingkungan tidak cukup untuk
mencapai tujuan ini. Pekerjaan baru harus memberikan
penghasilan yang layak, manfaat yang layak seperti
tunjangan kesehatan dan jaminan pensiun, dan
perlindungan hakak kerja yang adil seperti hak
berserikat dan berunding.

10 Robert Pollin & Noam Chomsky. (2020). Climate Crisis and the
Global Green New Deal. Verso Books, New York.
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Kebijakan transisi ini perlu mempertimbangkan
kelompok yang paling rentan, termasuk pekerja dengan
pendapatan rendah, komunitas berpenghasilan rendah,
dan kelompok minoritas yang terpinggirkan. Oleh
karena itu, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
harus menjadi usaha yang inklusif dan melibatkan
partisipasi semua stakeholder dalam proses perencanaan
dan pengambilan keputusan. Dengan kata lain
menciptakan pekerjaan baru dan memperbaiki kondisi
buruh atau memastikan bahwa pekerja yang ada tidak
terlantar.

1.6. Metodblogi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan jenis studi kasus. Menurut Cresswel
Menurut Creswell (2014) penelitian  kualitatif
merupakan metodmetode untuk mengeksplorasi dan
memahami makna yang dianggap berasal dari masalah
sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini akan
menggunakan cara pandang induktif karena penelitian
ini untuk mengekspolarasi dan memahami makna
berdasarkan datdata yang dikumpulkan dari
wawancara, dokumen pidato, dokumen, laporan, artikel,
dan lain sebagainya. Penggunaan metode kualitatif,
peneliti membangun kesimpulan memalui eZdsa
bukan hipotesa.
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Untuk memahami dampak transisi energi berkeadilan
terhadap pekerja maka lebih efektif menggunakan
pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus dapat
menyingkap informasi secara terperinci dan akurat
mengenai peristiwa politik tertentu. Pada penelitian ini,
peneliti memilih tiga perusahaan sebagai studi kasus,
yakni:
a. PT. Kalimantan Prima Coal untuk sektor tambang;
b. PT. Nikomas Gemilang untuk sektor garmen; dan
c. PT Astra Agro Lestari untuk sektor perkebunan
dan kehutanan

Pemilihan 3 perusahaan tersebut karena sebagian besar
buruhnya merupakan anggota KSPI. Sehingga bisa
dianalisis bagaimana dampak transisi energi
berkeadilan terhadap buruh anggota KSPI.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data yang dibutuhkan dikumpulkan
dengan beberapa teknik, yakni teknik wawancara
(interview), observasi (observation), dan dokumentasi
(documentation). Data primer diperoleh melalaui cara
melakukan wawancara langsung langsung terhadap
beberapa informan kunci. Untuk melengkapi informasi
dari para informan kunci, peneliti juga akan melakukan
wawancara dengan narasumbarasumber lainnya
sebagai pelengkap dan penunjang -daa yang
diberikan oleh informan kunci.
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Sedangkan data sekunder pada penelitian ini
dikumpulkan melalui observasi dan analisa dokumen.
Data primer dan sekunder yang sudah dikumpulkan
kemudian dianalisa menggunakan teknik analisa
desktriptif. Hasil dari data yang telah di analisis
selanjutnya akan ditarik kesimpulan sesuai dengan
pertanyaan penelitian. Analisa data deskriptif
diharapkan dapat mempermudah peneliti memahami
dan menafsirkan data atau angka yang didapatkan pada
saat penelitian.
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2.1. Sejarah Singkat Gerakan

Buruh Indonesia

mengalami perkembangan yang menarik dan

signifikan. Perubahan politik dan sosial yang
terjadi setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun
1998 membuka ruang yang lebih luas bagi serikat buruh
dan pekerja untuk menuntut hbkk mereka yang
sering kali diabaikan sebelumnya. Gerakan buruh pasca
tahun 86an telah berusaha keras untuk mewujudkan
sistem ketenagakerjaan yang adil, kenaikan upah yang
layak, dan peningkatan kondisi kerja yang lebih
manusiawi.

Setelah era 8@n, gerakan buruh di Indonesia

Selama era 8@n, jumlah serikat buruh di Indonesia
mengalami pertumbuhan yang pesat. Banyak pekerja
yang menyadari pentingnya bersatu dan berorganisasi
untuk melindungi halhak mereka dan
memperjuangkan kesejahteraan. Peningkatan jumlah
serikat buruh ini merupakan bukti nyata dari semakin
kuatnya kesadaran akan pentingnya solidaritas dan
kekuatan kolektif dalam meraih perubahan.

Salah satu tuntutan utama gerakan buruh pasca tahun
80-an adalah kenaikan upah yang layak. Inflasi yang
tinggi dan biaya hidup yang semakin mahal menjadi
alasan kuat untuk menuntut pengupahan yang lebih
sesuai dengan kondisi ekonomi. Sergatikat buruh
melakukan aksi demonstrasi dan mogok kerja untuk
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menekan pemerintah dan pengusaha  agar
mengakomodasi tuntutan mereka. Meskipun tidak
selalu langsung berhasil, gerakan buruh telah berhasil
mendorong kenaikan upah di berbagai sektor.

Namun, perjuangan gerakan buruh tidak selalu berjalan
mulus. Pemerintah Orde Baru pada masa itu sering kali
menanggapi aksi demonstrasi dengan tindakan represif.
Para pemimpin serikat buruh ditangkap, dipenjara, atau
bahkan menghilang secara misterius. Meskipun
dihadapkan dengan ancaman dan intimidasi, semangat
perjuangan gerakan buruh tetap kuat.

Puncak dari gerakan buruh pasca tahura@Gerjadi
saat reformasi politik pada tahun 1998. Jatuhnya
Soeharto membawa perubahan besar dalam politik dan
sosial Indonesia. Pemerintahan yang baru memberikan
ruang yang lebih luas bagi organisasi masyarakat sipil,
termasuk serikat buruh, untuk berpartisipasi aktif dalam
menyuarakan tuntutan dan kritik terhadap kebijakan
ketenagakerjaah.

Sejak saat itu, gerakan buruh terus tumbuh dan
berkembang. Berbagai tuntutan terus diajukan,
termasuk perlindungan hdlak pekerja migran,
penghapusan kerja paksa, dan perbaikan kondisi kerja.
Gerakan buruh juga semakin memperkuat peran
perempuan dalam perjuangan ek pekerja. Dalam

I Muhammad Zuhdan. (2014). Perjuangan Gerakan Buruh Tidak
Sekedar Upah Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia
Pasca Reformasi. Jurnal llmu Sosial dan limu Politik. Vol. 17.
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beberapa tahun terakhir, gerakan buruh di Indonesia
semakin fokus pada idau global seperti perubahan
iklim dan eksploitasi sumber daya alam. Mereka
menyadari bahwa masalah ketenagakerjaan tidak dapat
dipisahkan dari konteks sosial dan lingkungan yang
lebih luas.

Bersama semangat perubahan yang kuat dan semakin
banyaknya anggota dan simpatisan, gerakan buruh di
Indonesia terus berjuang untuk mewujudkan sistem
ketenagakerjaan yang lebih adil dan manusiawi.
Dengan demikian, peran mereka dalam
memperjuangkan hakak pekerja dan membangun
masyarakat yang lebih berkeadilan akan tetap relevan
dan krusial dalam memajukan Indonesia ke masa
depan.

Serikat pekerja memiliki peran penting dalam
memperjuangkan upah yang adil dan kondisi kerja yang
baik bagi anggotanya. Serikat pekerja menjadi
perwakilan dan pengadvokat bagi pekerja. Mereka
berjuang untuk  meningkatkan kondisi  kerja,
memastikan upah yang layak, dan melindungi-tmak
pekerja. Mereka juga berupaya untuk memastikan
bahwa pekerja mendapatkan keamanan kerja yang
memadai dan akses terhadap pelatihan dan
pengembangan keterampilan yang diperlukan dalam
industri ini yang terus berkembang.
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2.2. Pembentukan KSPI

ejarah terbentuknya Konfederasi Serikat Pekerja

Indonesia (KSPI) dimulai pada era pasca Orde

Baru di Indonesia. Setelah jatuhnya rezim Orde
Baru pada tahun 1998, kondisi politik dan sosial di
negara ini mengalami perubahan signifikan. Era
reformasi politik membawa perubahan yang besar bagi
masyarakat, termasuk bagi gerakan buruh.

Pada awalnya, setelah reformasi politik, serikat buruh di
Indonesia belum memiliki struktur konfederasi yang
kuat. Terdapat banyak serikat pekerja yang berdiri
sendiri dan memiliki tujuan serta fokus yang berbeda
beda. Namun, kesadaran akan pentingnya solidaritas
dan kekuatan bersatu dalam meraih perubahan semakin
tumbuh di kalangan pekerja.

Pada tahun 2003, melalui penggabungan beberapa
serikat pekerja yang terdaftar di ICFTU (International
Confederation of Free Trade Unions), KSPI akhirnya
terbentuk. Penggabungan ini mencakup delapan serikat
pekerja besar di Indonesia yang bergabung menjadi
satu, menguatkan posisi gerakan buruh dalam
memperjuangkan hatkak pekerja?

KSPI terbentuk melalui penggabungan beberapa serikat
pekerja yang terdaftar di ICFTU (International

12 KSPI. (2003). Dokumen Kongres | KSPI.
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Confederation of Free Trade Unions). Penggabungan
ini membawa bersama delapan serikat pekerja besar,
yaitu FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia), FSP ISI (Federasi Serikat Pekerja Industri
Semen Indonesia), ASPEK Indonesia (Asosiasi Serikat
Pekerja Indonesia), FSREP (Federasi Serikat Pekerja
Kimia Energi Pertambangan), PPMI (Persatuan Pekerja
Media Indonesia), FSP PRRef (Federasi Serikat
Pekerja Pertambangan, Energi, dan Kimia), FPTHSI
(Forum Persatuan Tenaga Honorer Seluruh Indonesia),
serta Farkes KSPI (Federasi Serikat Pekerja Kesehatan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia).

Dengan terbentuknya KSPI, gerakan buruh di Indonesia
mendapatkan momentum baru untuk meningkatkan
peran dan perjuangannya. Dengan memperkuat
hubungan dengan Konfederasi Serikat Pekerja
Internasional (ITUC), KSPI dapat mendapatkan
dukungan dan kerjasama dengan sewkaikat pekerja
dari berbagai negara. Hal ini memberikan dampak yang
lebih luas dan mendalam dalam perjuangan-Hadk
pekerja di tingkat global.

Pemimpin KSPI saat ini, Said Igbal, telah menjadi
tokoh yang dihormati dalam gerakan buruh di
Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, KSPI terus
berjuang untuk meningkatkan kondisi pekerja dan
memperkuat posisi serikat buruh dalam merumuskan
kebijakan ketenagakerjaan di tingkat nasional.

KSPI telah menunjukkan keberhasilannya dalam
melakukan aksi dan negosiasi dengan pibiakk
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terkait. Tuntutan mereka untuk kenaikan upah yang
layak dan perbaikan kondisi kerja telah mempengaruhi
kebijakan pemerintah dan membawa perubahan positif
bagi pekerja di berbagai sektor.

2.3. Berbasis Kekuatan Massa Buru

onsolidasi dan kekuatan massa buruh

merupakan pilar utama bagi Konfederasi

Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam
menjalankan peran dan perjuangannya sebagai
organisasi buruh yang kuat dan efektif. Dalam konteks
gerakan buruh, "massa buruh" mengacu pada sejumlah
besar pekerja yang tergabung dalam seskakat
buruh dan organisasi pekerja lainnya.

Massa buruh adalah representasi dari kekuatan dan
suara pekerja yang bersatu untuk menuntut-hadkk
mereka dan memperjuangkan kesejahteraan.
Konsolidasi dan kekuatan massa buruh memainkan
peran sentral dalam memperkuat gerakan buruh dan
memberikan pengaruh yang lebih besar dalam
membentuk kebijakan ketenagakerjaan.

Konsolidasi mengacu pada proses penggabungan atau
penyatuan serikegerikat buruh yang berbeda menjadi

satu kesatuan yang solid dan bersatu dalam perjuangan
bersama. Sedangkan kekuatan massa buruh merujuk
pada daya dukung dan jumlah anggota yang besar, yang
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memperkuat posisi KSPI dalam meraih tuntutan dan
perubahan yang diinginkan.

Dengan konsolidasi, serikaérikat buruh yang
sebelumnya berdiri sendiri dapat bersatu dan
berkoordinasi secara lebih efektif. Hal ini membantu
menghindari fragmentasi dan memperkuat peran KSPI
sebagai suara tunggal yang dapat menyuarakan aspirasi
dan tuntutan bersama dari seluruh anggotanya.
Konsolidasi juga membuka peluang untuk sharing
pengalaman dan pengetahuan antar serikat,
meningkatkan kapasitas organisasi, dan memperluas
jaringan kerjasama.

Kekuatan konsolidasi KSPI dapat diukur melalui
jumlah anggota mencapai sekitar 499.000 pekerja yang
tersebar di seluruh Indonesia sehingga menempatkan
KSPI sebagai kekuatan utama dalam gerakan buruh di
negara int3 Jumlah massa buruh tersebut
menempatkan KSPI berperan dalam proses negosiasi
dengan pihak pemerintah dan pengusaha. Dalam meja
perundingan, representasi jumlah anggota yang besar
membawa kekuatan tawar yang lebih kuat dalam
mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi
pekerja.

Kekuatan massa buruh menjadi modal penting dalam
perjuangan KSPI. Jumlah anggota yang besar
memungkinkan KSPI untuk mengorganisir aksi
demonstrasi, mogok kerja, dan kampanye lainnya

13KSPI. (2022). Dokumen Kongres V KSPI.
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dengan skala yang besar, yang menarik perhatian
pemerintah, pengusaha, dan masyarakat luas. Kekuatan
massa buruh juga memberikan tekanan politik yang
kuat kepada pihakihak terkait untuk mendengarkan
dan menanggapi tuntutan pekerja.

2.4. IsuIsu Perjuangan

SPI telah mengambil peran aktif dalam
memperjuangkan sejumlah igu krusial yang
berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan dan

kesejahteraan pekerja di Indonesia. Beberapa isu
perjuangan utama KSPI antara l&in:

1. Kenaikan Upah: Salah satu tuntutan utama KSPI
adalah kenaikan upah yang layak bagi pekerja di
berbagai sektor. KSPI berjuang untuk menetapkan
upah minimum yang mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan dasar pekerja dan keluarga mereka, serta
mengimbangi tingkat inflasi dan biaya hidup yang
semakin tinggi.

2. Hakhak Pekerja Migran: KSPI aktif dalam
memperjuangkan perlindungan dan ek
pekerja migran, baik di dalam negeri maupun di
luar negeri. Mereka mendesak pemerintah untuk
memastikan bahwa pekerja migran diperlakukan

14KSPI. (2022). Dokumen Kongres V KSPI
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dengan adil dan mendapatkan {ek yang sama
seperti pekerja lokal.

3. Penghapusan Kerja Paksa: KSPlI menentang
praktik kerja paksa dan berjuang untuk
menghapuskan bentddentuk kerja yang memaksa
pekerja untuk bekerja tanpa upah atau dengan upah
yang sangat rendah, serta tanpa jaminarhiaék
pekerja.

4. Perlindungan Ketenagakerjaan: KSPI berkomitmen
untuk memperkuat perlindungan hukum bagi
pekerja, termasuk perlindungan terhadap
pemutusan hubungan kerja yang tidak adil,
diskriminasi di tempat kerja, dan eksploitasi tenaga
kerja.

5. Perbaikan Kondisi Kerja: KSPI berjuang untuk
menciptakan kondisi kerja yang lebih manusiawi
dan aman bagi pekerja. Mereka menekankan
pentingnya keselamatan kerja, jaminan kesehatan,
dan hak untuk bekerja dengan waktu yang wajar.

6. Penghapusan Kontrak Kerja Jangka Pendek: KSPI
menuntut penghapusan kontrak kerja jangka
pendek yang seringkali mengakibatkan pekerja
tidak memiliki jaminan sosial, hak asuransi, dan
upah yang layak.

7. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Dunia

Kerja: KSPI berkomitmen untuk memperjuangkan
kesetaraan gender di tempat kerja dan mendukung
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peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia
kerja serta memastikan akses mereka ke Haddk
yang setara.

Perlindungan Tenaga Kerja Informal: KSPI juga
peduli dengan perlindungan bagi tenaga kerja
informal, seperti pekerja buruh tani, pekerja di
sektor informal, dan pekerja sektor rumah tangga,
untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan
hakhak yang setara seperti pekerja formal.

Selain isdisu ketenagakerjaan yang telah disebutkan
sebelumnya, KSPI juga turut memperjuangkan isu
perubahan iklim dan terlibat dalam perjuangan politik
melalui partai buruh.

1.

Isu Perubahan Iklim: KSPI menyadari bahwa
perubahan iklim merupakan isu global yang sangat
penting dan berdampak pada seluruh lapisan
masyarakat, termasuk pekerja. Mereka berjuang
untuk menggalang kesadaran dan aksi kolektif
dalam mengatasi perubahan iklim, serta mendesak
pemerintah dan sektor swasta untuk mengadopsi
kebijakan ramah lingkungan dan berkelanjutan di
tempat kerja. KSPI juga berperan dalam
menyuarakan istsu lingkungan dalam diskusi
ketenagakerjaan untuk mencapai pembangunan
yang berkelanjutan.

Perjuangan Politik Melalui Partai Buruh: KSPI

turut terlibat dalam perjuangan politik melalui
partai buruh dan gerakan politk yang mereka
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dukung. Dengan memiliki representasi politik,
KSPI berharap dapat mempengaruhi pembuatan
kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan
dan isuisu sosial lainnya. Melalui partai buruh,
mereka berusaha menciptakan perubahan dalam
undangundang dan regulasi yang mengatur
ketenagakerjaan, serta memperjuangkan-Hazdk
pekerja melalui mekanisme politik yang ada.

Secara keseluruhan, KSPI memperjuangkanisisu
ketenagakerjaan, kesejahteraan pekerja, dan
lingkungan, serta terlibat dalam perjuangan politik
melalui partai buruh untuk mempengaruhi kebijakan
dan mendukung aspirasi pekerja di Indonesia. Semua
upaya ini menunjukkan komitmen dan kontribusi KSPI
dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil,
berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja dan
rakyat Indonesia.

2.5. Perlawanan Terhadap
Omnibus Law

mnibus Law Cipta Kerja, yang disahkan pada
Oktober 2020, adalah undangdang yang

mencakup berbagai amendemen terhadap
sejumlah undangndang ketenagakerjaan dan investasi
di Indonesia. Undangndang ini bertujuan untuk
meningkatkan iklim investasi dan mendorong
pertumbuhan ekonomi dengan menyederhanakan
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peraturan dan regulasi yang mengatur ketenagakerjaan
dan investasi.

Namun, sejak awal diusulkan, Omnibus Law Cipta
Kerja menuai kontroversi dan perlawanan dari berbagai
pihak, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI). KSPI bersama serikaérikat buruh lainnya
menganggap bahwa Omnibus Law ini merugikan- hak
hak pekerja dan memberikan kelonggaran yang terlalu
besar kepada perusahaan tanpa memperkuat
perlindungan bagi pekerja.

Beberapa poin kunci dalam Omnibus Law Cipta Kerja
yang menjadi perhatian dan perlawanan KSPI adalah:

1. Fleksibilitas Hubungan Kerja: Omnibus Law
memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi
perusahaan dalam menentukan jenis hubungan
kerja, seperti hubungan kerja kontrak dan
hubungan kerja paruh waktu. Hal ini dinilai dapat
mengurangi kepastian kerja dan Heak pekerja
dalam jangka panjang.

2. Pengurangan Upah: Omnibus Law memberikan
kelonggaran bagi perusahaan dalam melakukan
pemutusan hubungan kerja dan membayar
kompensasi yang lebih rendah kepada pekerja. Hal
ini dianggap merugikan pekerja karena upah yang

15 Kompas. (29 April 2023). Ini 9 Alasan KSPI Menolak Omnibus
Law. https://nasional.kompas.com/read/2020/02/16/153535%k/ini
alasarkspimenolakomnibuslaw-ciptakerja.
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tidak sesuai dengan peraturan dan kemungkinan
pemutusan hubungan kerja yang lebih mudah.

3. Pemangkasan Hak Cuti dan Pesangon: Omnibus
Law membatasi hak cuti dan pesangon bagi
pekerja yang mengalami pemutusan hubungan
kerja. Hal ini mengurangi perlindungan bagi
pekerja dan membuat mereka lebih rentan terhadap
penyalahgunaan oleh perusahaan.

4. Pengurangan lzin Lingkungan: Omnibus Law
memberikan kelonggaran bagi perusahaan untuk
mendapatkan izin lingkungan dengan cara yang
lebih mudah, yang menimbulkan kekhawatiran
akan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan
kesehatan masyarakat.

KSPI bersama serikaerikat buruh lainnya telah
melakukan berbagai aksi demonstrasi dan mogok kerja
untuk menentang Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka
menganggap bahwa undangdang tersebut tidak
memperkuat posisi pekerja, melainkan memberikan
lebih banyak keuntungan kepada pihak pengusaha.

Setelah melakukan berbagai aksi protes dan perlawanan
terhadap Omnibus Law Cipta Kerja, KSPI bersama
serikatserikat buruh lainnya memutuskan untuk
mengambil langkah hukum dengan melakukan upaya
Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK).
Judicial Review adalah mekanisme hukum yang
memungkinkan pihakihak yang merasa dirugikan atau
meragukan konstitusionalitas suatu undandang
untuk mengajukan gugatan ke MK guna meminta
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putusan mengenai kesesuaian undamgang tersebut
dengan UUD 1945.

Dapat dikatakan perlawanan KSPI dan gerakan buruh
lainnya terhadap Omnibus Law Cipta Kerja
menunjukkan komitmen mereka dalam melindungi dan
memperjuangkan hakak pekerja. Mereka berupaya
untuk mendapatkan perubahan pada undemgang
tersebut dan memastikan bahwa  peraturan
ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkeadilan dapat
diimplementasikan demi kesejahteraan pekerja di
Indonesia.
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3.1. Kebijakan di Tingkat

Internasional

salah satu ancaman besar dunia adalah perubahan

iklim. Tahun 1997 dunia internasional mulai
menyepakati kerangka kerja internasional pertama
tentang pengurangan emisi gas rumah kaca dan
mempromosikan penggunaan energi bersih. Kerangka
kerja tersebut disebut dengan Protokol Kyoto.
Dibutuhkannya kebijakan internasional semakin kuat
setelah mtergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) pada tahun 2001 mengeluarkan hasil
penelitiannya tentang penyebab perubahan iklim. Hasil
penelitian ini menyebutkan salah satu faktor utama
perubahan iklim adalah aktivitas manusia dan
penggunaan energi bahan bakar fosil.

Pada awal tahun 1998n, dunia mulai menyadari

Sejak saat itu transisi energi menjadi masalah global
yang memerlukan kerjasama internasional untuk
mencapai solusi yang efektif. Isu transisi energi
semakin banyak dibahas di fortforum internasional,
seperti  pertemuan Konvensi Kerangka Kerja
Perserikatan Bangd®angsa tentang Perubahan Iklim
(UNFCCC) dan Konferensi PBB tentang Perdagangan
dan Pembangunan (UNCTAD). Namun, Persetujuan
Paris tentang Perubahan Iklim (Paris Agreement)
menjadi kesepakatan internasional yang paling menarik
perhatian. Persetujuan ini ditandatangani pada tahun
2015 oleh 197 negara, menetapkan target global untuk
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mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempercepat
transisi ke sumber energi terbarukan dengan target suhu
global menjadi di bawah 2 derajat Celsius di atas level
pra-industril®

Melalui Persetujuan Paris disepakati komitmen untuk
mengalokasikan dana sebesar US $100 miliar per tahun
dari negaranegara maju ke negamegara berkembang
untuk membantu mereka mengurangi emisi dan
menangani dampak perubahan iklim. Persetujuan
tersebut berfokus pada 2 agenda besar yakni mitigasi
dan adaptasi. Agenda mitigasi berfokus mengurangi
emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor, termasuk
energi, industri, transportasi, dan pertanian. Sedangkan
adaptasi untuk membantu negaegara yang paling
rentan terhadap dampak perubahan iklim untuk
menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Sejak diadopsinya pada tahun 2015, Persetujuan Paris
ini berperan penting dalam memperkuat kesadaran dan
tindakan global untuk mengurangi emisi gas rumah
kaca dan menangani dampak perubahan iklim.
Setidaknya ada beberapa hasil dan pencapaian dari
perjanjian ini antara lain:

a. Target global untuk mengurangi emisi gas rumah
kaca: Persetujuan Paris menetapkan tujuan global
untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2
derajat Celsius di atas level gralustri, dengan

16 MENLHK. (03 Mei 2023). Siaran Pers.
https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/298
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upaya untuk membatasi kenaikan suhu menjadi di
bawah 1,5 derajat Celsius.

b. Peningkatan kesadaran dan dukungan
internasional: Persetujuan Paris telah memperkuat
kesadaran dan dukungan internasional untuk
tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

c. Meningkatnya investasi keuangan untuk energi
terbarukan: Sejak ditandatanganinya Persetujuan
Paris, investasi keuangan untuk energi terbarukan
telah meningkat secara signifikan, mencapai lebih
dari US $300 miliar pada tahun 2018.

d. Perkembangan teknologi dan inovasi: Persetujuan
Paris juga telah mendorong perkembangan
teknologi dan inovasi dalam bidang energi
terbarukan dan efisiensi energi.

Namun demikian, terdapat tantangan dan kelemahan
dalam implementasi Persetujuan Paris. Sebagian besar
NDC yang telah diserahkan oleh negaemara masih
belum cukup ambisius untuk mencapai tujuan global
dalam batas waktu yang ditetapkan. Selain itu, sumber
daya dan teknologi masih belum cukup tersedia di
banyak negara berkembang untuk mempercepat transisi
energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan
berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan
yang lebih ambisius dan terkoordinasi secara global
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam
Persetujuan Paris tentang Perubahan Iklim.
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3.2. Kebijakan Transisi

Energi Indonesia

dilakukan melalui sejumlah program dan target

yang diumumkan oleh pemerintah. Salah satu
program utama yang digulirkan oleh pemerintah
Indonesia adalah target 23% energi terbarukan pada
tahun 2025. Target ini diumumkan dalam Rencana
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 22028
yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM).

I nvestasi di sektor energi terbarukan di Indonesia

Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan program
1 juta rumah listrik yang menggunakan sumber energi
terbarukan, seperti panel surya dan pembangkit listrik
tenaga mikrohidro. Pemerintah Indonesia juga

mendorong pengembangan teknologi dan inovasi di
sektor energi terbarukan melalui berbagai program
seperti Program Konsorsium Riset Energi Baru dan
Terbarukan (KONVERSI), Program Inovasi Energi

Baru dan Terbarukan (PEKERTI), dan Program

Pembangunan Energi Terbarukan untuk Pedesaan
(PE2T).

Di Indonesia, sumber energi terbarukan juga mulai
ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut
data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, pada tahun 2019, sekitar 8,45% dari total
kapasitas pembangkit listrik di Indonesia berasal dari
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sumber energi terbarukan, dengan sebagian besar
berasal dari energi hidro dan energi geothefrhal.

Sejumlah regulasi yang mengatur tentang transisi energi
telah diterbitkan pemerintah. Misalnya Undddigdang

No. 30 Tahun 2007 tentang Energi yang di dalamnya
mengatur tentang pengembangan energi di Indonesia,
UndangUndang No. 30 Tahun 2017 tentang Energi,
bahkan di dalam UndaAdndang No. 30 Tahun 2009
tentang Ketenagakerjaan. Namun tidak sedikit banyak
kelemahan dari regulasi tersebut terutama dalam
regulasi ketenagakerjaan yang di dalamnya terdapat
perbedaan pandangan mengenai status pekerja yang
bekerja di sektor energi terbarukan. Hal ini membuat
perlindungan tenaga kerja di sektor ini kurang jelas.

Dengan demikian apabila dibanding dengan konsumsi
energy dari fosil energi terbarukan masih jauh dibawah.
Penggunaan energi terbarukan di Indonesia masih
relatif rendah dibandingkan dengan negaggara maju
lainnya. Menurut laporan International Energy Agency
(IEA) pada tahun 2020, investasi di sektor energi
terbarukan di Indonesia hanya sekitar 1,7 miliar dolar
AS. Berikut adalah data perkembangan energi
terbarukan di Indonesia setiap tahunnya sejak tahun
2010 hingga 2020:

17ESDM. (2019). Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2019.
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Tabel 2.1.Perkembangan Energi Terbarukan
Di Indonesia Dari Tahun 201620208

NO | TAHUN | INVESTASI | KAPASITAS | KONSTRI-
BUS

1 | 2010 US$170 juta | 1.846 MW 5,2%
2 | 2011 US$390 juta | 2.036 MW 5,9%
3 | 2012 US$347 juta | 2.321 MW 6,5%
4 | 2013 US$363 juta | 2.601 MW 7,2%
5 | 2014 US$360 juta | 2.886 MW 7,9%
6 | 2015 US$301 juta | 3.156 MW 8,6%
7 | 2016 US$281 jua | 3.441 MW 9,1%
8 | 2017 US$494 juta | 3.853 MW 9,9%
9 | 2018 US$1,3 miliar| 4.111 MW 9,9%
10 | 2019 US$1,2 miliar | 5.505 MW 9,9%
11 | 2020 US$1,7 miliar| 11.182 MW 11,2%

Sumber: International Energy Agency (IEA

Perkembangan transisi energy ini cukup tertinggal

dibanding perkembangan negaegara di kawasan

Asia Tenggara. Indonesia masih kalah dari negara
tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand,
dan Filipina. Perbandingan data energi terbarukan

Indonesia dengan negamagara tersebut dari tahun

2010 hingga 2019 bisa dilihat perbandingan tahun 2010
dan 2019. Negara Malaysia pada tahun 2010, konsumsi
energi terbarukan mencapai sekitar 0,8 juta ton setara
minyak (toe) dan tahun 2019, konsumsi
terbarukan di meningkat menjadi sekitar 2,5 juta ton.

1B1EA. (29 April 2023).https://www.iea.org/

DAMPAK TRANSISI BERKEADILAN 39

energi


https://www.iea.org/

Thailand juga pada tahun 2019, konsumsi energi
terbarukan meningkat dari sekitar 2,2 juta ton pada
tahun 2010 menjadi sekitar 9,4 juta toe pada tahun
2019.

Setidaknya ada beberapa tantangan yang dihadapi
dalam transisi energy di negaragara Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN):

1.

Ketergantungan pada Bahan Bakar Fosil: Sebagian
besar negara di ASEAN masih sangat bergantung
pada bahan bakar fosil, terutama batu bara, untuk
memenuhi kebutuhan energi mereka.

Ketergantungan ini menjadi tantangan dalam

transisi energi, karena memerlukan pengurangan
drastis dalam penggunaan bahan bakar fosil dan
pergeseran ke sumber energi terbarukan.

Infrastruktur ~ dan  Investasi:  Pembangunan

infrastruktur yang diperlukan untuk menghasilkan,

mentransmisikan, dan mendistribusikan energi
terbarukan memerlukan investasi besar. Tantangan
ini meliputi keterbatasan dana, kurangnya

kebijakan yang mendukung, dan ketidakpastian
regulasi, yang dapat menghambat perkembangan
infrastruktur dan penyebaran energi terbarukan di
ASEAN.

Kapasitas Teknis dan Sumber Daya Manusia:
Pengembangan  sektor  energi terbarukan
memerlukan tenaga kerja yang terampil dan
memiliki pengetahuan teknis yang memadai.
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Tantangan ini meliputi kekurangan tenaga kerja
yang terlatih dalam teknologi energi terbarukan,
kurikulum pendidikan yang belum memadai, dan
kekurangan program pelatihan yang khusus di
bidang energi terbarukan.

Negaranegara ASEAN memiliki kekayaan sumber
daya alam yang beragam, termasuk matahari, angin,
biomassa, dan potensi energi air. Potensi ini membuka
peluang besar untuk pengembangan energi terbarukan
di wilayah tersebut. Menurut laporan International
Renewable Energy Agency (IRENA), Pada 2050,
lembaga internasional itu memprediksi, sebanyak dua
per tiga kebutuhan energi kawasan dapat dipenuhi oleh
EBT dengan tenaga surya dan biomassa menjadi
sumber daya terbesar yang dapat dimanfaatkan. Negara
negara ASEAN diperkirakan membutuhkan dana
hingga USD987 miliar untuk mencapai target jangka
pendek transisi energi di 2030 guna mencapai skenario
net zero emission di 2056,

Dalam konteks Indonesia dengan negara dengan
populasi terbesar di ASEAN, Indonesia menghadapi
tantangan dalam memenuhi permintaan energi yang
terus meningkat sekaligus berusaha mencapai
keberlanjutan energi. Pemerintah Indonesia telah
mengadopsi kebijakan diversifikasi energi untuk
mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil

19 portal Informasi Indonesia. (18 Mei 2023). Sinergisitas untuk
Transisi Energi di ASEAN. https://indonesia.go.id/kategori/ragam
asear?023/7256/sinergisitasntuk-transisienergidi-asean
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namun hal ini belum berjalan maksimal. Setidaknya ada
beberapa faktor yang mempengaruhinya, di antaranya:

a.

Ketidakpastian Kebijakan: Kebijakan yang kurang

jelas atau tidak konsisten mengenai sektor energi
terbarukan dapat membuat investor enggan
berinvestasi. Investor membutuhkan kepastian
hukum dan kebijakan yang stabil dan konsisten
untuk meminimalkan risiko investasi.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Investasi di
sektor energi terbarukan memerlukan tenaga ahli
yang terampil. Namun, sumber daya manusia yang
terampil di bidang energi terbarukan masih terbatas
di Indonesia. Hal ini membuat investor kesulitan

untuk mendapatkan tenaga ahli yang dibutuhkan
untuk mengembangkan proyek energi terbarukan.

Kesulitan Mendapatkan Pendanaan: Investasi di
sektor energi terbarukan memerlukan biaya yang
cukup besar. Namun, sumber pendanaan yang
tersedia masih terbatas di Indonesia. Selain itu,
bunga pinjaman yang tinggi juga menjadi kendala
bagi investor dalam memperoleh pendanaan yang
cukup.

Hambatan Teknis dan Infrastruktur: Meskipun
potensi energi terbarukan di Indonesia sangat
besar, namun belum ada infrastruktur dan sistem
yang memadai untuk mengembangkan sektor ini.
Terdapat hambatan teknis dan infrastruktur, seperti
kurangnya jaringan transmisi dan sistem
penyeimbang, yang dapat mempersulit integrasi
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sumber energi terbarukan ke dalam sistem
kelistrikan yang ada.

e. Dominasi Pembangkit Listrik Konvensional:
Mayoritas sistem kelistrikan Indonesia masih
bergantung pada pembangkit listrik berbasis
batubara dan gas. Hal ini membuat investor enggan
berinvestasi di sektor energi terbarukan karena
pasar energi terbarukan yang masih terbatas dan
kurang menguntungkan.

Untuk mengatasi rendahnya investasi di sektor energi
terbarukan, pemerintah Indonesia telah melakukan
berbagai upaya seperti memperbaiki iklim investasi,
memberikan kepastian kebijakan yang stabil dan
konsisten, meningkatkan ketersediaan sumber daya
manusia yang terampil di bidang energi terbarukan,
serta memperkuat infrastruktur dan sistem yang
memadai untuk mengembangkan sektor energi
terbarukan.

Dorongan kuat pemerintah Indonesia terhadap transisi
energy ini sangat kuat. Target Indonesia mencapai Net
Zero Emission pada tahun 2060 mendatang diturunkan
dalam berbagai keinginan politik pemerintah. Dalam

Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021 disampaikan
oleh Presiden Republik Indonesia terkait Transformasi

menuju Energi Baru Terbarukan, dan upaya akselerasi
ekonomi dengan berbasis teknologi yang hijau, karena
hal ini menjadi salah satu poin penting dalam

perekonomian Indonesia. Namun salah satu kebijakan
pemerintah yang paling berdampak langsung terhadap
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pekerja adalah terbitnya UU Omnibus Law atau
UndangUndang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun
20202°

Pemerintah menilai UU Omnibus Law mampu
menyederhanakan dan mengintegrasikan regulasi yang
ada di Indonesia sehingga menciptakan kerangka
hukum yang lebih jelas dan konsisten dalam transisi
energi di Indonesia. Namun disisi lain Omnibus Law
memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam
pengaturan kontrak kerja. Hal ini dapat mengurangi
jaminan  kestabilan pekerjaan dan mengurangi
perlindungan bagi buruh. Selain itu, adanya ketentuan
yang memungkinkan perampingan karyawan juga dapat
menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal dan
mengurangi perlindungan terhadap buruh. penghapusan
izin praperusahaan, dapat melemahkan proteksi buruh
dan mengurangi kekuatan serikat pekerja. Ini dapat
mengakibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara
pengusaha dan buruh.

Transisi energi berkeadilan membutuhkan kerjasama
yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat sipil. Pemerintah dapat menciptakan
kerangka kerja yang mendukung investasi swasta dalam
energi terbarukan, sementara masyarakat sipil dapat

20 Sekretariat Kabinet RI. (4 Mei 2023). Naskah Pidato Presiden RI
Dalam Sidang Tahunan MPR 2021. https://setkab.go.id/pidato
presidenri-padasidangtahunarmpr-ri-dansidangbersamadpd-ri-
dandpr-ri-dalamrangkahut-ke-76-proklamasikemerdekaaimepublik-
indonesial6-agustus2021/
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berperan sebagai mitra dalam mengadvokasi kebijakan
yang adil dan berkelanjutan.

Dalam pandangan politik, transisi energi berkeadilan
melibatkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat
dan lingkungan yang seimbang. Kebijakan publik harus
memperhitungkan  kepentingan dan  kebutuhan
masyarakat, bukan hanya kepentingan sektor energi.
Penelitian oleh Energi Transition Commission
menemukan bahwa kebijakan publik yang berorientasi
pada transisi energi harus berfokus pada pembangunan
infrastruktur dan regulasi yang mendukung penggunaan
sumber energi terbarukan dan mengurangi penggunaan
bahan bakar fosil.

Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan kebijakan
dan regulasi yang mendukung transisi energi

berkeadilan. Hal ini meliputi penetapan target ambisius
untuk pengembangan energi terbarukan, peningkatan
aksesibilitas energi terbarukan bagi masyarakat yang
kurang mampu, dan pemberian insentif yang adil bagi
pengembang energi terbarukan.

Regulasi yang baik dan efektif tersebut harus mencakup
perlindungan hakak buruh, seperti upah yang adil,
kondisi kerja yang layak, perlindungan terhadap
pemutusan hubungan kerja yang tidak adil, dan akses
terhadap jaminan sosial. Karakteristik demografi,
tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, dan tingkat
kemiskinan di Indonesia dapat mempengaruhi
implementasi dan dampak regulasi tenaga kerja. Oleh
karena itu, perlu adanya penyesuaian regulasi tenaga
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kerja yang mempertimbangkan dinamika dan keunikan
situasi Indonesia. Tentu dengan mempertimbangkan
keberlanjutan dan fleksibilitas dalam regulasi yang
dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan
investasi, serta meningkatkan peluang Kkerja bagi
masyarakat.

Nilai investasi sektor energi terbarukan di Indonesia
cukup tinggi, selain dari pemerintah atau yang berasal
dari dalam negeri juga nilai investasi dari investor luar
sangat besar. Beberapa negara yang telah berinvestasi
besar dalam bidang energi terbarukan di Indonesia
adalah?!

1. Tiongkok: Tiongkok telah menjadi salah satu
investor terbesar dalam energi terbarukan di
Indonesia. Perusahaperusahaan Tiongkok telah
berinvestasi dalam proygkoyek pembangkit
listrik tenaga surya, tenaga angin, dan bioenergi di
Indonesia.

2. Jepang: Jepang juga telah berinvestasi signifikan
dalam energi terbarukan di Indonesia. Perusahaan
perusahaan Jepang terlibat dalam pengembangan
proyekproyek  energi  terbarukan,  seperti
pembangkit listrik tenaga surya, bioenergi, dan
lainnya.

21 Kementerian Luar Negeri Indonesia. (20 Mei 2023). CGGC
Gezhouba Usulkan Kerja Sama Investasi Pembangkit Listrik Energi
Terbarukan. https://kemlu.go.id/beijing/id/news/15512/eggehouba
usulkankerjasamainvestasipembangkilistrik-energiterbarukan
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3. Singapura: Singapura merupakan negara dengan
banyak perusahaan dan lembaga keuangan yang
tertarik dalam investasi energi terbarukan di
Indonesia. Perusahaperusahaan Singapura telah
berinvestasi dalam  proygkoyek enerqgi

terbarukan  di  Indonesia, baik  melalui
pengembangan proyek maupun melalui
pembiayaan.

4. Arab Saudi: Arab Saudi juga telah melakukan
investasi yang signifikan dalam energi terbarukan
di Indonesia. Perusahaperusahaan energi asal
Arab Saudi seperti ACWA Power telah
berinvestasi dalam pembangkit listrik tenaga surya
dan tenaga angin di Indonesia.

5. Iltalia: Perusahaan energi Italia, seperti Enel Green
Power, telah berinvestasi dalam proyehyek
energi terbarukan di Indonesia. Mereka terlibat
dalam pembangkit listrik tenaga surya dan preyek
proyek energi terbarukan lainnya di Indonesia.

Selain negarmegara di atas, masih ada negaegara
lain yang juga melakukan investasi dalam energi
terbarukan di Indonesia, seperti Prancis, Belanda,
Australia, dan Korea Selatan. Negaegara ini
menunjukkan minat dan komitmen mereka dalam
mendukung transisi energi terbarukan di Indonesia
melalui investasi dalam proygkoyek energi
terbarukan.
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Studi Kementerian ESDM menyatakan potensi energi

terbarukan yang besar. Potensi tersebut sebesar 417,8
GW yang berasal dari Samudera sebesar 17,9 GW,
Panas bumi sebesar 23,9 GW, Bioenergi sebesar 32,6
GW, Tenaga bayu sebesar 60,6 GW, Tenaga hidro

sebesar 75 GW, Tenaga surya sebesar 207,8 GW.
Dengan demikian Indonesia menjadi negara yang

berpeluang besar dalam investasi energi terbaritkan.

22 |Indonesia Green Growth Program. (12 Mei 2023). 5 Fakta
Pembiayaan Untuk Memenuhi Target Bauran Energi Baru Terbarukan
Pada 2025. http://greengrowth.bappenas.gofakiatentang
pembiayaaruntuk-memenuhitargetbaurarenergibaruterbarukan
ebtpada2025/
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memperjuangkan upah yang adil dan kondisi

kerja yang baik bagi anggotanya. Serikat pekerja
menjadi perwakilan dan pengadvokat bagi pekerja.
Mereka berjuang untuk meningkatkan kondisi kerja,
memastikan upah yang layak, dan melindungi-tmak
pekerja. Mereka juga berupaya untuk memastikan
bahwa pekerja mendapatkan keamanan kerja yang
memadai dan akses terhadap pelatihan dan
pengembangan keterampilan yang diperlukan dalam
industri ini yang terus berkembang.

Serikat pekerja memiliki peran penting dalam

Selain itu, serikat pekerja juga berperan sebagai mitra
dalam negosiasi dengan pengusaha atau perusahaan.
Melalui proses negosiasi kolektif, serikat pekerja
berusaha mencapai kesepakatan mengenai upah,
jaminan kesejahteraan, dan Hadk kerja lainnya.
Mereka mewakili kepentingan kolektif pekerja dan
memperjuangkan kesetaraan dan keadilan dalam
hubungan kerja. Negosiasi ini mencakup berbagai
aspek, termasuk tingkat upah, jam kerja, cuti, keamanan
kerja, dan program kesejahteraan bagi pekerja.

Dalam konteks industri transisi energi, di mana
keberlanjutan dan energi terbarukan menjadi fokus
utama, peran serikat pekerja semakin relevan. Mereka
dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik
ramah lingkungan, seperti penggunaan energi
terbarukan, pengelolaan limbah yang baik, dan
pengurangan emisi karbon. Dengan demikian, serikat
pekerja tidak hanya melindungi kepentingan
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anggotanya, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian
tujuan keberlanjutan dalam industri transisi energi.

4.1. Penerapan Teknologi Hijau

di Industri Pertambangan

peran penting dalam perekonomian global. Di
dalamnya, buruh berperan sebagai tulang punggung
yang menjalankan operasional selaii. Oleh karena
itu, penting bagi perusahaan tambang untuk
memastikan kesejahteraan buruh agar mereka dapat
bekerja dengan semangat dan produktivitas yang tinggi.

I ndustri tambang merupakan sektor yang memainkan

Relasi antara buruh dan perusahaan memiliki peran
krusial dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan.
Industri tambang di Indonesia merupakan salah satu
sektor ekonomi yang penting dan strategis. Indonesia
memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah,
termasuk berbagai jenis mineral, batu bara, minyak
bumi, gas alam, dan lainnya. Kehadiran sumber daya
alam ini telah membuat industri tambang menjadi salah
satu kontributor utama dalam perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) jumlah
penduduk bekerja di sektor pertambangan dan
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penggalian naik 6,25% atau menjadi 1,53 juta ofang.
Jumlah tersebut menempatkan pentingnya relasi yang
baik antara perusahaan dan buruh di sektor tambang.

Salah satu perusahaan yang beroperasi di sektor
tambang adalah PT. Kalimantan Prima. PT Kaltim
Prima Coal berkantor pusat di Sangatta, Kabupaten
Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu PT
Kaltim Prima Coal (KPC) juga memiliki kantor
perwakilan di Jakarta, Samarinda, dan Balikpapan. PT
Kaltim Prima Coal mengelola area pertambangan seluas
84.938 hektar. Didukung lebih dari 4.499 pekerja dan
21.000 personel dari kontraktor dan perusahaan
asosiasi. Perusahaan ini di dirikan sejak tahun 1978
setelah Indonesia membuka kesempatan bagi
perusahaan asing untuk melakukan eksplorasi batubara
di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan
Selatar??

Namun, salah satu isu penting yang sering menjadi
tuntutan serikat pekerja di KPC adalah kenaikan gaji
dan kepastian kerja. Tuntutan kenaikan gaji merupakan
isu yang sering muncul dalam hubungan antara serikat
pekerja dan perusahaan. Pekerja di KPC, seperti dalam
industri pertambangan lainnya, menghadapi risiko dan

23 Badan Pusat Statistika. (29 Mei 2023). https://www.bps.go.id/
indicator/6/1971/1/pendudderumurl5-tahunke-atasyangbekerja
selamasemingguyanglalu-menurutlapangarpekerjaarutamal7-
sektordanpendidikantertinggiyangditamatkan.html

24Kaltim Prima Coal. (29 Mei 2023). Sekilas Tentang Kami.
https://www.kpc.co.id/id/sekilagentangkami/
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tantangan yang signifikan dalam menjalankan tugas
mereka. Oleh karena itu, mereka sering Kkali
memperjuangkan kenaikan gaji yang sesuai dengan
beban kerja dan kontribusi mereka terhadap kesuksesan
perusahaan. Tuntutan ini bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan pekerja dan memberikan penghargaan
yang adil atas kerja keras mereka.

Pada tahun 2010 misalnya ratusan buruh dan karyawan
perusahaan Kkotraktor pertambangan batu bara, PT.
Darma Henwa di Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan
Timur melakukan aksi demontrasi menuntut kenaikan
gaji. PT. Darma Henwa sendiri merupakan Sub
kontraktor PT. Kaltim Prima Coal.

Menurut penjelasan ketua serikat pekerja anggota KSPI
yakni Ludiansyah bahwa setiap tahun pekerja yang
tergabung dalam serikat pekerja menuntut kenaikan gaji
sebesar 15%. Pekerja merasa layak mendapatkan upah
yang lebih tinggi mengingat kontribusi mereka dalam
produksi batubara. Mayoritas Buruh Pertambangan dan
Penggalian mendapatkan gaji antara IDR1,871,555 dan
IDR5,708,624 per bulan. Kondisi ekonomi yang terus
berkembang, pekerja merasa bahwa gaji mereka tidak
sebanding dengan tingkat inflasi dan kenaikan biaya
hidup?®

Selain tuntutan kenaikan gaji, kepastian kerja juga
menjadi perhatian utama serikat pekerja. Dalam
lingkungan industri pertambangan yang dinamis,

25\Wawancara 15 Mei 2023
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pekerja sering kali menghadapi ketidakpastian terkait
kelangsungan pekerjaan mereka. Contoh kasus adalah
penggunaan kontrak kerja jangka pendek atau kontrak
proyek dalam hubungan kerja. Dalam industri
pertambangan, sering kali terjadi penggunaan kontrak
kerja jangka pendek untuk mengatasi fluktuasi produksi
atau kebutuhan proyek tertentu. Hal ini dapat
menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja terkait
keberlanjutan pekerja&h.

Kontrak kerja proyek biasanya memiliki jangka waktu
yang terbatas dan akan berakhir setelah proyek selesai.
Hal ini menyebabkan pekerja merasa tidak memiliki
kepastian mengenai pekerjaan mereka setelah kontrak
berakhir. Selain itu, dalam industri pertambangan,
perusahaan sering menghadapi fluktuasi harga
komoditas seperti batubara. Ketika harga batubara
menurun, perusahaan mungkin mengurangi produksi
atau melakukan pemutusan hubungan kerja untuk
mengurangi biaya operasional dan tentu saja korbannya
adalah pekerja dengan status kontrak atau proyek.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2023 gaji buruh
disektor tambang dan galian adalah Rp 3.131.520
dengan jam kerja yakni 46 jath.

26 \Wawancara Ludiansyah tanggal 15 Mei 2023

27 Badan Pusat Statistika. (2022). Statistika Pekerja Indonesia Tahun
2022
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Grafik 4.1. Gaji/lUpah Perbulan
(Rupiah)
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Data tersebut menunjukan upah disektor tambang masih
rendah. Oleh karenanya gaji yang rendah serta
ketidakpastian jaminan kerja ini dapat mempengaruhi
stabilitas kehidupan dan kesejahteraan pekerja. Mereka
mungkin merasa tidak aman dalam merencanakan masa
depan, seperti mengatur keuangan, mempertimbangkan
pendidikan anak, atau membeli rumah. Selain itu,
ketidakpastian jaminan kerja juga dapat berdampak
negatif pada motivasi dan keterlibatan pekerja, karena
mereka tidak merasa dihargai atau memiliki
kepentingan jangka panjang dalam perusahaan.

Tantangan besar lainnya bagi pekerja adalah
kemungkinan penerapan prinsip transisi energi. Hal ini
terlihat sejak tahun 2020 perusahaan ini sudah
menerapkan ketentuan penggunaan Bio Diesel B30
untuk semua kebutuhan solar di perusahaan. Di
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samping itu, KPC menggunakan pula sejumlah panel

surya di berbagai lokasi. Situasi ini telah berdampak

pada pengurangan jumlah pekerja. Disini dibutuhkan

Negosiasi antara serikat pekerja dan perusahaan
menjadi kunci dalam mencapai kesepakatan yang saling
menguntungkan. Perusahaan harus mempertimbangkan
tuntutan serikat pekerja dengan memperhatikan kondisi

industri dan keberlanjutan bisnis meréka.

Data lapangan menunjukkan bahwa penggunaan
teknologi otomatisasi dalam industri pertambangan
dapat mengurangi hingga 30% dari tenaga kerja
manusia dalam beberapa tugas seperti penggalian,
pengangkutan, dan pemrosesan batu bara. Dalam
survey KSPI tahun 2021 yang melibatkan 500 pekerja
tambang, sekitar 70% dari responden menyatakan
kekhawatiran mereka tentang kemungkinan kehilangan
pekerjaan dalam beberapa tahun ke depan karena
transisi energi dan penggunaan teknologi Baru.

Dalam kesimpulannya untuk menghadapi perubahan
ini, ada beberapa hal yang menjadi perhatian
pemerintah, pengusaha dan para pekerja. Pertama,
peningkatan SDM buruh tambang memungkinkan
adaptasi terhadap teknologi baru. Transisi energi
melibatkan perubahan dalam metode dan teknologi
produksi energi. Dengan peningkatan pengetahuan dan

28 CNBC. (02 Juni 2023). Ini Rencana Hilirisasi Dari Produsen Batu
Bara RI https://www.cnbcindonesia.com/market/20211122192%745
293555/inirencanéhilirisasidari-produserbatubarari

29 KSPI. Survei Tahun 2021.
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keterampilan, buruh tambang dapat belajar dan
menguasai teknologi baru yang diperlukan dalam
industri energi terbarukan. Mereka dapat berkontribusi
dalam pengembangan dan operasionalisasi proyek
energi terbarukan, seperti instalasi panel surya, turbin
angin, atau penggunaan teknologi energi terbarukan
lainnya.

Kedua, peningkatan SDM buruh tambang juga
berdampak pada peningkatan keamanan kerja. Industri
tambang memiliki risiko tinggi, dan peningkatan
keterampilan akan meningkatkan kesadaran akan
praktik keamanan yang benar. Pendidikan dan pelatihan
yang ditingkatkan akan membantu buruh tambang
memahami risiko dan mengurangi kecelakaan kerja.
Dalam konteks transisi energi, pengetahuan tentang
keamanan kerja dalam penggunaan teknologi energi
terbarukan juga menjadi penting.

Ketiga, peningkatan SDM buruh tambang membuka
peluang diversifikasi karir. Dalam transisi energi,

kebutuhan tenaga kerja berubah. Buruh tambang
dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
dapat beralih ke sektor energi terbarukan, seperti
pengembangan proyek energi terbarukan atau
pengoperasian fasilitas energi terbarukan. Ini
memberikan peluang baru bagi mereka dan membantu
mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil.

Keempat, peningkatan SDM buruh tambang juga

memicu riset dan inovasi di industri tambang. Dengan
pengetahuan yang ditingkatkan, mereka dapat berperan
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aktif dalam pengembangan teknologi dan metode
pertambangan yang lebih ramah lingkungan. Ini
termasuk pengurangan dampak negatif terhadap
lingkungan, penggunaan teknologi hemat energi, dan
pengembangan praktik pertambangan yang
berkelanjutan. Dengan peningkatan keterampilan dan
pengetahuan, buruh tambang akan menjadi aset
berharga yang dapat memberikan kontribusi lebih besar
dalam produktivitas dan efisiensi operasional.

Mereka dapat membantu mengidentifikasi dan
menerapkan praktik terbaik dalam penggunaan
teknologi energi terbarukan, mengurangi biaya
produksi, dan meningkatkan kualitas dan keberlanjutan
operasi tambang. Selain itu, peningkatan SDM buruh
tambang juga mencerminkan komitmen perusahaan
terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam
era yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan,
perusahaan tambang perlu memprioritaskan investasi
dalam pengembangan SDM buruh tambang. Ini akan
menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik,
meningkatkan kualitas hidup para pekerja, dan
membantu memperkuat hubungan antara perusahaan
dan komunitas lokal.

Dalam hal ini, peran pemerintahgendidikantambang,

dan serikat pekerja sangat penting. Pemerintah perlu
memberikan regulasi yang jelas dan dukungan
kebijakan untuk peningkatan SDM buruh tambang.
Perusahaan tambang harus berkomitmen untuk
menyediakan peluang endidikandan pelatihan bagi

pekerja, serta memastikan kondisi kerja yang aman dan
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manusiawi. Serikat pekerja memiliki peran penting
dalam mengadvokasi hdlak pekerja, memastikan
kondisi kerja yang adil, serta memperjuangkan upah
yang layak dan kepastian kerja.

4.2. Penerapan Teknologi Hijau

di Industri Garmen

sektor dengan dampak lingkungan yang signifikan.

Industri garmen secara tradisional menggunakan
bahan kimia berbahaya, limbah air yang tidak terkelola,
dan memproduksi emisi gas rumah kaca. Saat ini
industry garmen/tekstil menjadi salah satu sektor yang
memiliki jumlah tenaga kerja yang besar.

I ndustri garmen secara luas diakui sebagai salah satu

Pada tahun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat,
jumlah pekerja industri tekstil sebanyak 519.299 orang
pada 2020. Jumlah tersebut mengalami penurunan
10,66% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang
mencapai 581.235 oran.

Berbagai penelitian juga menunjukkan lingkungan kerja
di industri garmen telah menjadi perhatian utama
karena dampaknya terhadap kesehatan dan
kesejahteraan pekerja.

30Badan Pusat Statistika. (2022). Statistika Pekerja Indonesia 2022.
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Grafik 4.2. Jumlah Pekerja di Sektor Tekstil
(20172022)
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Kondisi kerja yang keras, seperti jam kerja yang
panjang, upah rendah, ketidakamanan kerja, dan
tekanan yang tinggi untuk memenuhi target produksi.
Pekerja seringkali terpapar dengan risiko kesehatan dan
kecelakaan kerja, seperti terkena bahan kimia
berbahaya, cedera fisik, dan masalah kesehatan akibat
beban kerja yang berlebihan.

Proses produksi dalam industri garmen melibatkan

berbagai tahap seperti pemintalan benang, pencelupan,
pencetakan, pemotongan, dan jahitan. Setiap tahap ini
menggunakan energi, baik dalam bentuk listrik maupun

bahan bakar fosil, yang menghasilkan emisi karbon.

Selain itu, penggunaan bahan kimia dalam proses
pencelupan dan pencetakan juga dapat menghasilkan
emisi gas rumah kaca.
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Data dan penelitian ilmiah menunjukkan beberapa
masalah utama yang dihadapi oleh pekerja di industri
garmen terkait dengan lingkungan kéfja:

1. Keselamatan dan Kesehatan: Kondisi kerja yang
tidak aman dan minimnya pengawasan
menyebabkan tingginya angka kecelakaan dan
cedera. Pekerja seringkali terpapar dengan bahan
kimia berbahaya tanpa perlindungan yang
memadai.

2. Kondisi Fisik: Pekerja di industri garmen sering
harus bekerja dalam posisi tubuh yang tidak
nyaman dan repetitif. Hal ini dapat menyebabkan
cedera muskuloskeletal, seperti sakit punggung dan
gangguan pada tangan dan pergelangan tangan.

3. Kondisi Psikologis: Tekanan kerja yang tinggi,
target produksi yang sulit dipenuhi, dan kondisi
kerja yang tidak adil dapat menyebabkan stres,
kelelahan, dan masalah kesehatan mental pada
pekerja.

Tuntutan memperbaiki lingkungan kerja di industri

garmen semakin kuat. Perusahaan garmen perlu
meningkatkan efisiensi energi dalam seluruh rantai
produksi mereka. Hal ini dapat dicapai dengan
mengadopsi teknologi dan sistem yang lebih efisien,

31 pandu Adi Cakranegara, dkk. (3 Oktober 2022). Faktor Determinan
Performa Kerja Karyawan dilndustri Garmen Nasiona. Jurnal
Kewarganegaraan. Vol. 6.

DAMPAK TRANSISI BERKEADILAN 61



seperti penggunaan mesin dan peralatan yang hemat
energi, penggunaan lampu LED, dan sistem manajemen
energi yang canggih.

Konsep teknologi hijau dalam industri garmen
melibatkan  beberapa aspek utama, termasuk
penggunaan bahan baku ramah lingkungan, efisiensi
energi, pengurangan emisi karbon, dan manajemen
limbah yang baik. Penerapan teknologi hijau membantu
mengurangi polusi air, udara, dan tanah yang
disebabkan oleh industri garmen, serta mengurangi
emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada
perubahan iklim. Membantu meningkatkan
keberlanjutan industri garmen dengan mengurangi
ketergantungan pada sumber daya alam terbatas dan
menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan
sehat.

Tentu para pekerja akan merasakan manfaat langsung
seperti peningkatan kesehatan dan kesejahteraan.
Penerapan teknologi hijau di industri garmen tidak
hanya membawa manfaat lingkungan, tetapi juga
mengadopsi teknologi baru dan prakpitoduksi yang
berkelanjutan. Kondisi ini mengharuskan pekerja
memperoleh keterampilan baru dalam penggunaan
teknologi hijau, manajemen limbah, efisiensi energi,
dan keberlanjutan, bahkan memungkin beberapa
pekerjaan tradisional berkurang atau hilang karena
adopsi teknologi hijau dan otomatisasi.

Perubahan dalam proses produksi dan struktur lapangan
kerja dapat menciptakan ketidakpastian pekerjaan,
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terutama bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan
yang sesuai dengan kebutuhan transisi energi. Pekerja
yang terkena dampak perubahan ini mungkin
menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan
perubahan tersebut, seperti penurunan upah, kehilangan
pekerjaan, atau peningkatan ketidaksetaraan. Pada saat
yang sama, adopsi teknologi hijau juga dapat
menciptakan peluang baru dalam sektor ini, seperti
pekerjaan di bidang pengembangan dan pengoperasian
teknologi hijau, manajemen limbah, dan efisiensi
energi.

Salah satu perusahaan yang sedang dalam tahapan
transisi energi adalah PT Nikomas Gemilang. PT
Nikomas Gemilang adalah produsen sepatu olahraga
yang telah membangun reputasi yang kuat dan menjadi
salah satu pemain utama di industri ini. Didirikan pada
tahun 1992 di Kabupaten Serang, perusahaan ini telah
tumbuh pesat menjadi salah satu yang terbesar di
Provinsi Banten, dengan jumlah karyawan mencapai
50.000 orang?

Dalam beberapa dekade terakhir, perusahaan ini telah
mampu menciptakan lapangan kerja bagi ribuan orang
di Provinsi Banten, memberikan kontribusi signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam industri
sepatu olahraga yang terus berkembang, PT Nikomas

32Tempo. (12 Januari 2023). Profil PT Nikomas Gemilang, Produsen
Sepatu yang Tawarkan Pengunduran Diri 1.600 Pekerjanya.
https://bisnis.tempo.co/read/1678637/prpfiinikomasgemilang
produsersepatdyangtawarkanpengundurasdiri-1-600-pekerjanya
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Gemilang telah mengukuhkan dirinya sebagai
pemimpin dengan kualitas produk yang diakui secara
global.

Perusahaan ini menyadari bahwa penting untuk
mengurangi dampak lingkungan dan kontribusinya
terhadap emisi karbon. Dalam rangka mencapai tujuan
ini, PT Nikomas Gemilang telah melakukan sejumlah
upaya transisi energi yang signifikan. Mereka menjadi
salah satu dari 28 perusahaan yang melakukan
penandatanganan perjanjian jual beli Renewable Energy
Certificate (REC¥ dengan Perusahaan Listrik Negara
(PLN) pada tahun 202¢.

Salah satu langkah yang diambil oleh PT Nikomas

Gemilang adalah meningkatkan efisiensi energi dalam

seluruh operasional perusahaan. Mereka mengadopsi
teknologi canggih dan peralatan yang hemat energi,

seperti mesin produksi yang efisien dan sistem

manajemen energi yang terintegrasi. Dengan

mengoptimalkan penggunaan energi, perusahaan dapat
mengurangi konsumsi energi dan mengurangi emisi

karbon yang dihasilkan dari proses produksi.

33 Sistem REC PLN adalah sistem yang terdiri dari platform tracking
system dimana PLN meregistrasikan REC yang berasal dari
pembangkit listrik energi terbarukan dalam Jaringan PLN, dan portal
layanan PLN untuk melayani Pembeli.

34 PLN. (15 Juni 2023). Energi Bersih Jadi Primadona, 28 Perusahaan
Besar Teken Kontrak Pembelian Layanan REC PLN.
https://web.pln.co.id/media/siargrers/2021/12/enerdiersihjadi-
primadona28-perusahaabesartekenkontrakpembelianlayananrec

pin
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Selain itu, PT Nikomas Gemilang juga telah

memanfaatkan sumber energi terbarukan untuk
memenuhi kebutuhan listriknya. Mereka memasang
panel surya di sejumlah fasilitas mereka, sehingga dapat
menghasilkan  energi  bersih dan mengurangi
ketergantungan pada sumber energi fosil. Langkah ini
tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga
membantu menghemat biaya energi jangka panjang.

Dalam upaya transisi energi, PT Nikomas Gemilang
berinvestasi dalam teknologi dan sistem yang lebih
efisien. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan
efisiensi operasional perusahaan. Dengan penggunaan
energi yang lebih hemat, perusahaan dapat mengurangi
biaya produksi dan meningkatkan daya saing.
Dampaknya, perusahaan dapat memberikan keuntungan
ekonomi yang lebih baik bagi karyawan, seperti
kenaikan gaji atau tunjangan tambahan.

Transisi energi juga membuka peluang baru untuk
penciptaan lapangan kerja. Dalam mengadopsi
teknologi baru dan sistem energi terbarukan, PT
Nikomas Gemilang membutuhkan tenaga kerja yang
terampil dalam bidang tersebut. Hal ini berarti adanya
kesempatan bagi karyawan yang memiliki keahlian dan
pengetahuan di bidang energi terbarukan untuk
mengembangkan karir mereka di perusahaan ini. Dalam
mengadopsi teknologi baru, beberapa pekerjaan
tradisional mungkin akan berkurang atau bahkan
digantikan oleh mesin atau otomatisasi.
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Serikat Pekerja Nasional (SPN) sebagai anggota KSPI
dituntut merespon transisi ini. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Suprihat, Ketua PUK dari SPN
memiliki fokus utama dalam melindungi hakk
pekerja, memberikan jaminan pekerja, dan
meningkatkan keterampilan dan penyesuaian pekerja
terhadap perubahan lapangan kétja.

Hasil survei internal yang dilakukan SPN menunjukkan
bahwa sekitar 600% dari pekerja perkebunan khawatir
tentang kemungkinan perubahan dalam pola kerja dan
tuntutan keterampilan baru akibat dari transisi energi.
SPN berkomitmen untuk melindungi hhakk pekerja
selama transisi energi. Mereka dapat memastikan
bahwa perubahan kebijakan tidak merugikan
kepentingan dan keberlanjutan pekerjaan anggota
mereka. Adapun kerjkerja SPN sebagai berikéft:

1 Perlindungan Hak dan Jaminan Pekerja: SPN
berkomitmen untuk melindungi hdiak pekerja
selama transisi energi. Mereka dapat memastikan
bahwa perubahan kebijakan tidak merugikan
kepentingan dan keberlanjutan pekerjaan anggota
mereka. SPN dapat memperjuangkan jaminan
pekerjaan yang adil dan memberikan perlindungan
terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak adil
atau tanpa alasan yang jelas.

35Wawancara 21 Juni 2023

36 Wawancara 21 Juni 2023
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Negosiasi Kebijakan Transisi Energi: SPN dapat
berpartisipasi dalam proses negosiasi dengan
manajemen perusahaan untuk membahas kebijakan
transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Mereka
dapat mengadvokasi kebutuhan pekerja dalam hal
perlindungan pekerjaan, pelatihan dan
pengembangan keterampilan, serta upah yang
layak dalam lingkungan kerja baru yang muncul
akibat transisi energi.

Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan: SPN
dapat berperan dalam mengembangkan program
pelatihan dan peningkatan keterampilan untuk
pekerja, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan
lapangan kerja baru yang terkait dengan transisi
energi. Melalui pelatihan yang tepat, pekerja dapat
memperoleh keterampilan baru yang relevan
dengan perubahan teknologi dan praktikduksi
yang diadopsi oleh perusahaan. Hal ini akan
membantu mengurangi ketidakpastian kerja dengan
meningkatkan daya saing dan mobilitas pekerja.

Advokasi Kesejahteraan Pekerja: SPN dapat

memperjuangkan program kesejahteraan dan
manfaat sosial yang memadai bagi pekerja selama
proses transisi energi. Mereka dapat bekerja sama
dengan manajemen perusahaan untuk memastikan
adanya jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan
manfaat lainnya yang melindungi kesejahteraan

pekerja dan keluarga mereka.
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5 Komunikasi dan Informasi: SPN dapat berperan
dalam menyediakan informasi dan komunikasi
yang jelas kepada anggota serikat pekerja tentang
perubahan yang terkait dengan transisi energi.
Mereka dapat memberikan pemahaman yang baik
tentang kebijakan perusahaan, peluang pekerjaan
baru, dan perubahan dalam lingkungan kerja. Ini
membantu  mengurangi  ketidakpastian dan
memperkuat kepercayaan pekerja terhadap
perubahan yang terjadi.

Melalui peran yang proaktif dan advokasi yang kuat,
SPN di PT Nikomas Gemilang dapat membantu
memastikan  bahwa kebijakan transisi  energi
dilaksanakan dengan memperhatikan perlindungan hak
dan jaminan pekerja, serta meningkatkan keterampilan
pekerja untuk beradaptasi dengan lapangan kerja baru.
Ini akan meminimalkan ketidakpastian kerja dan
memberikan stabilitas kepada anggota serikat pekerja
selama proses transisi energi yang berkelanjutan.

4.3. Penerapan Teknologi Hijau

di Industri Perkebunan

perekonomian global yang melibatkan produksi

tanaman komersial dalam skala besar. Industri ini
mencakup berbagai jenis perkebunan, seperti
perkebunan kelapa sawit, teh, karet, kopi, cokelat, dan

I ndustri perkebunan adalah sektor penting dalam
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banyak lagi. Industri perkebunan berkontribusi pada
perekonomian  negai@egara produsen dengan
menyediakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, dan
mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayaitayah
pedesaan.

Indonesia merupakan salah satu produsen utama dalam
industri perkebunan di dunia. Salah satu komoditas
utama dalam industri perkebunan adalah kelapa sawit.
Perkebunan kelapa sawit merupakan sumber utama
minyak kelapa sawit yang digunakan dalam industri
makanan, kosmetik, dan bahan bakar nabati. Indonesia
dan Malaysia adalah dua produsen terbesar minyak
kelapa sawit di dunia. Produksi Minyak Kelapa Sawit:
Indonesia merupakan produsen terbesar minyak kelapa
sawit di dunia, dengan produksi mencapai sekitar 45
juta ton pada tahun 2020. Perkebunan kelapa sawit
memberikan kontribusi signifikan dalam penerimaan
devisa negara dan penciptaan lapangan kerja bagi jutaan
petani dan pekerja di sektor ini. Menurut data BPS pada
tahun 2020, industri kelapa sawit memberikan
pekerjaan langsung kepada sekitar 3,5 juta otang.

Industri perkebunan juga mencakup perkebunan teh
yang populer di negatiaegara seperti China, India, dan
Kenya. Teh merupakan salah satu minuman terpopuler
di dunia, dan perkebunan teh memberikan peluang
ekonomi bagi petani dan pekerja di wilayathayah
perbukitan. Produksi dan pengolahan teh melibatkan
tahapan seperti pemetikan daun teh, pengeringan,

37Badan Pusat Statistika. (2022). Statistik Pekerja 2022
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penggulungan, dan pengemasan. Indonesia juga
merupakan eksportir teh yang signifikan, dengan ekspor
mencapai sekitar 100 ribu ton pada tahun 2020. Pada
tahun 2020, sektor teh diperkirakan memberikan

pekerjaan langsung kepada sekitar 2 juta orang,
terutama di daeratlaerah penghasil teh seperti Jawa

Barat, Jawa Timur, dan Sumatera.

Perkebunan karet adalah komponen penting dalam
industri perkebunan. Karet digunakan dalam berbagai
industri, seperti otomotif, elektronik, dan manufaktur.
Indonesia dan Thailand adalah dua produsen utama
karet dunia. Petani karet memanen getah dari pohon
karet, yang kemudian diolah menjadi lembaran karet
yang siap untuk digunakan dalam berbagai produk.

Selain itu, industri perkebunan juga mencakup
perkebunan kopi, cokelat, teh hijau, kelapa, pisang, dan
banyak lagi. Masingnasing perkebunan ini memiliki
metode budidaya, panen, dan pengolahan yang khas.
Industri perkebunan memberikan peluang ekonomi bagi
para petani, pekerja perkebunan, dan masyarakat
sekitar.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap
keberlanjutan dan dampak lingkungan dari industri
perkebunan telah meningkat. Upaya dilakukan untuk
mempromosikan praktik pertanian yang berkelanjutan,
perlindungan terhadap lingkungan, dan kondisi kerja
yang adil. Sertifikasi seperti RSPO (Roundtable on
Sustainable Palm Oil) untuk kelapa sawit dan
Rainforest Alliance untuk beberapa komoditas
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perkebunan telah diterapkan untuk memastikan bahwa
produksi perkebunan memenuhi standar lingkungan dan
sosial yang lebih tinggf

Melalui  produksi tanaman  komersial yang
berkelanjutan, industri perkebunan menyediakan
peluang ekonomi bagi petani dan pekerja,
meningkatkan ekspor negara, dan memenuhi
permintaan global akan berbagai produk. Namun,
penting bagi industri perkebunan untuk terus
mengembangkan praktik yang Dberkelanjutan dan
bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan
sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Perlu dicatat di balik kemajuan dan produktivitas

industri ini, terdapat kehidupan buruh tani dan pekerja
yang bekerja keras di lapangan. Kehidupan mereka
dipengaruhi oleh tantangan, kesempatan, dan
perjuangan yang mereka hadapi dalam industri
perkebunan. Buruh tani dan pekerja perkebunan
seringkali tinggal di sekitar perkebunan atau datang dari
daerah terpencil dan miskin. Mereka sering memiliki

tingkat pendidikan yang rendah dan tergantung pada
pekerjaan di perkebunan sebagai sumber utama
penghasilan.

Bekerja di bawah cuaca panas, tanpa banyak istirahat
atau perlindungan. Mereka dapat menghadapi risiko

38 Nuva, dkk. (2019). Ekonomi Politik Energi Terbarukan Dan
Pengembangan Wilayah: Persoalan Pengembangan Biodiesel di
Indonesia. Jurnal Sosiologi Pedesaan.

DAMPAK TRANSISI BERKEADILAN 71



kecelakaan kerja, penyakit terkait dengan paparan
pestisida, atau cedera fisik. Mereka mendapatkan upah
harian atau gaji yang tidak mencukupi untuk memenubhi

kebutuhan dasar sehduari.

Kehidupan mereka sering Kkali diwarnai oleh
keterbatasan akses ke pendidikan, perawatan kesehatan,
dan infrastruktur yang memadai. Akses ke pendidikan
yang berkualitas mungkin terbatas bagi pekerja atau
buruh tani di pedesaan. Sementara tugas mereka di
lapangan sangatlah berat dan penuh tantangan. Studi
terbaru tentang industri perkebunan menunjukkan
bahwa penerapan teknologi mesin otomatis dapat
menggantikan hingga 50% dari pekerjaan manual
dalam proses produksi.

Pekerja di sektor industri perkebunan dihadapkan pada
risiko pemutusan hubungan kerja dan perubahan
pekerjaan sebagai bagian dari transisi energi yang
sedang berlangsung. Perubahan dalam pola penggunaan
energi dan permintaan pasar telah mempengaruhi
stabilitas pekerjaan dan keberlangsungan karir pekerja
di industri perkebunan. Data dari Badan Pusat Statistik
menunjukkan bahwa sektor perkebunan Indonesia telah
mengalami penurunan lapangan pekerjaan sebesar 5%
dalam lima tahun terakhir, yang sebagian besar
disebabkan oleh otomatisasi dan transisi energi. Ada

72 Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)



beberapa faktor yang menyebabkan pemutusan
hubungan kerja di indutri perkebunan, yakhi:

1.

Penurunan Permintaan: Transisi energi menuju
penggunaan energi terbarukan dapat
mengakibatkan penurunan permintaan terhadap
produk perkebunan tertentu, seperti minyak kelapa
sawit untuk biodiesel. Jika permintaan produk
tersebut menurun secara signifikan, perusahaan
perkebunan dapat menghadapi kesulitan finansial
dan terpaksa mengurangi produksi. Dalam situasi
tersebut, risiko pemutusan hubungan kerja dapat
meningkat, terutama bagi pekerja yang terlibat
dalam proses produksi yang terdampak.

Perubahan Praktik Penggunaan Energi: Transisi
energi juga melibatkan perubahan praktik
penggunaan energi dalam industri perkebunan.
Perubahan ini dapat mengakibatkan perubahan
pekerjaan bagi pekerja yang sebelumnya terlibat
dalam proses tersebut.

Penyesuaian Keterampilan: Perubahan dalam
praktik penggunaan energi dan permintaan pasar
juga dapat mempengaruhi kebutuhan keterampilan
pekerja. Tidak semua pekerja memiliki

keterampilan yang sesuai atau akses ke pelatihan
yang diperlukan untuk beradaptasi dengan

39 Nugrahayu Sumarosa, dkk. (2021). Analisis Penyerapan Tenaga
Kerja Pada Sub Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi
Kalimantan Timur. Jurnal llmu Ekonomi Mulawarman. Vol. 6.
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perubahan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan
kesenjangan keterampilan dan risiko pengangguran
struktural.

Salah satu perusahaan besar yang bergerak dibidang
perkebunan adalah PT Astra Agro Lestari Tbk. PT
Astra Agro Lestari Tbk, atau yang dikenal sebagai
Astra Agro, merupakan perusahaan terkemuka di
Indonesia dalam industri perkebunan kelapa sawit.
Berdiri sejak 1988, perusahaan ini bergerak dalam
budidaya kelapa sawit dan berbagai kegiatan usaha
terkait. Astra Agro menjadi perusahaan publik pada
tahun 1997 dan terdaftar di Bursa Efek Indon#sia.
Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari PT Astra
International Tbk, salah satu grup usaha terbesar dan
terkemuka di Indonesia.

Perusahaan ini berperan penting dalam produksi
minyak kelapa sawit yang digunakan dalam industri
makanan, kosmetik, dan bioenergi. PT Astra Agro
Lestari Tbk memiliki jumlah karyawan yang signifikan,
mencapai 34.500 orang. memiliki peran yang penting
dalam menjalankan operasional perusahaan, mulai dari
kegiatan budidaya kelapa sawit hingga kegiatan usaha
terkait lainnya. Mereka berkontribusi  dalam
memastikan kelancaran produksi, menjaga kualitas
produk, serta memenuhi kebutuhan pasar.

40 Astra Agro Lestari. (05 Juni 2023). Profil Perusahaan.
https://www.astreagro.co.id/tonggalsejarah/
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Perkembangan perusahaan dan perubahan dalam
lingkungan kerja telah mendorong pembentukan serikat
pekerja. Ketika perusahaan tumbuh dan jumlah
karyawan bertambah, pekerja merasa penting untuk
memiliki wadah yang dapat mewakili suara karyawan
dan memastikan keadilan di tempat kerja.

Serikat pekerja muncul sebagai respons terhadap
kebutuhan untuk memperjuangkan ek karyawan
dalam industri perkebunan. Karyawan menyadari
pentingnya memiliki wadah yang dapat melindungi
kepentingan mereka, termasuk upah yang adil, jaminan
sosial, dan kondisi kerja yang layak. Para pekerja
tergabung dalam Serikat Pekerja Kimia, Energi,
Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP
KEP)4!

Pada tahun 2019, FSP KEP melakukan demonstrasi
sebagai respons terhadap pemutusan kontrak kerja
terhadap 37 pekerja. Syahrul sebagai ketua DPC FSP
KEP Tabalong menyampaikan demonstrasi tersebut
merupakan upaya serikat pekerja untuk

mengekspresikan keprihatinan dan memperjuangkan
hakhak karyawan yang terkena dampak pemutusan
kontrak. Serikat pekerja FSP KEP melihat pentingnya
melindungi keberlanjutan pekerjaan dan kesejahteraan
karyawan, serta memastikan keadilan dalam proses
pemutusan kontrak.

41 KEP merupakan serikat pekerja anggota KSPI.
42\Wawancara dengan Syahrul, 07 Juni 2023.
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PT Astra Agro Lestari, sebagai perusahaan di sektor
perkebunan, juga merencanakan untuk
mengimplementasikan kebijakan transisi energi sebagai
bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
Namun, dalam proses ini, perusahaan harus
menghadapi kritik dari Serikat Pekerja FSP KEP yang
berpendapat bahwa kebijakan ini berdampak negatif
pada nasib pekerja.

Dalam era yang ditandai oleh perubahan iklim dan
sumber daya energi terbatas, perusahaan memiliki
tanggung jawab untuk mengurangi jejak karbon dan
mencari solusi ramah lingkungan. Kebijakan transisi
energi di PT Astra Agro Lestari mungkin melibatkan
penggunaan energi terbarukan seperti bioenergi atau
energi surya, serta memperkenalkan teknologi ramah
lingkungan untuk proses produksi. Meskipun tujuan ini
penting dalam jangka panjang, kebijakan ini mungkin
berdampak pada pekerja.

Syahrul menyampaikan salah satu kekhawatiran utama
dari FSP KEP adalah potensi terjadinya pemutusan
hubungan kerja (PHK) massal sebagai dampak dari
transisi energi ini. Pengenalan teknologi baru dan
perubahan dalam pola produksi dapat mengakibatkan
pengurangan tenaga kerja atau perubahan dalam tugas
dan tanggung jawab pekerja. Ketidakpastian ini
menciptakan kekhawatiran tentang keberlanjutan
pekerjaan bagi anggota serikat pekerija.
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Laporan keberlanjutan perusahaan mengungkapkan
bahwa perusahaan ini berencana untuk mengurangi
emisi gas rumah kaca sebesar 20% dalam lima tahun ke
depan dengan beralih ke energi terbarukan dan praktek
produksi yang lebih ramah lingkungan. Hasil survei
internal menunjukkan bahwa sekitar 60% dari pekerja
perkebunan khawatir tentang kemungkinan perubahan
dalam pola kerja dan tuntutan keterampilan baru akibat
dari transisi energi.

Serikat pekerja memiliki peran penting dalam
memastikan hakak pekerja terlindungi selama proses
transisi energi di perusahaan. Ada beberapa strategi
yang dijalankan oleh FSP KEP menghadapi masalah
tersebut, yaknt?

1. Serikat pekerja harus mengumpulkan informasi
tentang rencana transisi energi yang diusulkan oleh
perusahaan. Ini mencakup pemahaman tentang
langkahlangkah yang akan diambil, jangka waktu,
dampak pada pekerjaan, dan potensi perubahan
dalam struktur organisasi.

2. Melakukan pelathan dan  pengembangan
keterampilan yang  mungkin  memerlukan
penyesuaian dalam peran baru atau teknologi baru
yang diperkenalkan selama transisi energi. Dengan
meningkatkan keterampilan pekerja, pekerja
memiliki peluang lebih baik untuk beradaptasi

43 Wawancara dengan Syahrul, 07 Juni 2023
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dengan perubahan dan tetap relevan di tempat
kerja.

3. Berkomunikasi dengan Manajemen: Serikat
pekerja harus terlibat dalam dialog terbuka dengan
manajemen perusahaan. Mereka harus meminta
manajemen untuk membagikan informasi lebih
lanjut tentang rencana transisi energi dan membuka
ruang untuk diskusi dan pertukaran pandangan.

4. Memonitor Proses Transisi. Serikat pekerja
memantau dan memantau pelaksanaan kebijakan
transisi energi di perusahaan. Ini akan memastikan
bahwa komitmen yang telah disepakati dihormati
dan hakhak pekerja tetap terlindungi. Jika ada
masalah atau ketidaksesuaian, serikat pekerja dapat
menuntut koreksi dan penyesuaian yang sesuai.

Langkahlangkah tersebut dianggap serikat pekerja
dapat memainkan peran yang aktif dan konstruktif
dalam menjamin hakak pekerja selama transisi energi
di PT Astra Agro Lestari atau perusahaan lainnya,
sehingga proses transisi dapat berlangsung dengan lebih
lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
Sementara perusahaan perlu memperhatikan
pengembangan  keterampilan dan  peningkatan
kompetensi karyawan, sehingga mereka dapat
beradaptasi dengan perubahan tersebut dan memiliki
kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang baru
dan sesuai dengan kebutuhan pasar.
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5.1. Kesimpulan

ransisi energi telah menjadi topik krusial dalam
dekade terakhir, termasuk di Indonesia, di mana

kesadaran tentang perlunya mengurangi dampak
negatif lingkungan semakin meningkat. Banyak
perusahaan di Indonesia, termasuk PT Kalimantan
Prima Coal di sektor tambang, PT Nikomas Gemilang
di sektor garmen, dan PT Astra Agro Lestari di sektor
perkebunan dan kehutanan, telah mengambil langkah
langkah untuk menerapkan kebijakan transisi energi
guna mencapai keberlanjutan dan berkontribusi pada
upaya global dalam menghadapi perubahan iklim.

Namun, transisi energi ini tidak datang tanpa tantangan,
khususnya terkait dampaknya pada lapangan pekerjaan.
Salah satu ancaman besar adalah adanya potensi
kehilangan lapangan pekerja karena pengenalan
teknologi yang lebih canggih dan otomatisasi.
Penggunaan teknologi yang lebih efisien dalam proses
produksi dapat menggantikan tenaga kerja manusia,
menghadirkan ketidakpastian dan kekhawatiran bagi
para pekerja.

Dalam menghadapi tantangan ini, peran Serikat
Pekerja, seperti KSPI, menjadi sangat penting. Serikat
pekerja memainkan peran sentral dalam
memperjuangkan hakak pekerja selama proses
transisi energi. Melalui dialog terbuka, keterlibatan
dalam perencanaan, dan negosiasi dengan manajemen
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perusahaan, serikat pekerja dapat menyuarakan
kepentingan dan kebutuhan pekerja, serta memastikan
jaminan kesejahteraan selama transisi berlangsung.

Berbagai langkah dapat diambil untuk menjaga: ek
pekerja selama transisi energi, termasuk pengembangan
rencana transisi ketenagakerjaan yang komprehensif,
pelatihan keterampilan baru, dan penghargaan atas
kontribusi pekerja. Pekerja juga perlu diberdayakan
dalam proses inovasi dan peningkatan produktivitas
untuk memastikan bahwa pengenalan teknologi baru
membawa dampak positif bagi pekerja dan perusahaan.

5.2. Rekomendas

Penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi

untuk serikat pekerja dan Perusahaan. Pertama, pekerja
harus diberdayakan dalam proses inovasi dan

peningkatan produktivitas. Pengenalan teknologi baru

tidak hanya harus dianggap sebagai ancaman, tetapi
juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan efisiensi
dan kualitas pekerjaan. Dengan melibatkan pekerja

dalam inovasi, mereka dapat merasa lebih terlibat dan

memiliki kebanggaan dalam kontribusi mereka terhadap

kemajuan perusahaan.

Kedua, penting bagi serikat pekerja dan perusahaan

untuk membangun kesadaran tentang pentingnya
transisi energi dan implikasinya bagi pekerja.
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Sosialisasi dan pelatihan mengenai perubahan energi,
teknologi, dan keberlanjutan dapat membantu pekerja
memahami dan bersiap diri menghadapi perubahan.
Pendidikan ini juga dapat membuka kesempatan bagi
pekerja untuk berpartisipasi dalam inovasi dan
mempersiapkan diri menghadapi masa depan kerja yang
lebih beragam.

Ketiga, Serikat pekerja, bersama dengan manajemen
perusahaan, harus terlibat aktif dalam penyusunan
kebijakan transisi energi. Keterlibatan ini harus
mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan
dampak kebijakan. Kolaborasi antara serikat pekerja
dan manajemen akan menciptakan pengambilan
keputusan yang lebih baik dan kebijakan yang lebih
inklusif.

Keempat, membangun Kesadaran dan Pendidikan bagi
Pekerja: Penting bagi perusahaan untuk membangun
kesadaran tentang pentingnya transisi energi dan
implikasinya bagi pekerja. Sosialisasi dan pelatihan
mengenai  perubahan energi, teknologi, dan
keberlanjutan dapat membantu pekerja memahami dan
bersiap diri menghadapi perubahan. Pendidikan ini juga
dapat membuka kesempatan bagi pekerja untuk
berpartisipasi dalam inovasi dan mempersiapkan diri
menghadapi masa depan kerja yang lebih beragam.

Kelimat, perusahaan perlu mengembangkan rencana
transisi ketenagakerjaan yang komprehensif untuk
memastikan pekerja memiliki akses ke pelatihan
keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
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masa depan. Rencana ini harus mencakup program
pelatihan, peluang pengembangan karir, dan bantuan
penempatan ulang bagi pekerja yang terkena dampak
perubahan teknologi.

Keenam, perusahaan harus menerapkan praktik dialog
terbuka dengan pekerja dan serikat pekerja sejak tahap
perencanaan awal transisi energi. Keterlibatan pekerja
dalam pengambilan keputusan dan perencanaan dapat
mengurangi ketidakpastian dan kekhawatiran pekerja,

serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk

menyuarakan kebutuhan dan harapan mereka.

Terakhir, kolaborasi dengan pihak eksternal.
Perusahaan dapat mencari dukungan dari pihak
eksternal, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan
organisasi lingkungan, untuk mendukung pelaksanaan
transisi energi yang berkelanjutan dan berdampak
positif pada pekerja. Kolaborasi ini dapat memberikan
akses tambahan terhadap sumber daya dan pengetahuan
yang dapat membantu pekerja dan perusahaan
beradaptasi dengan perubahan.

Dalam kesimpulannya kesadaran tentang pentingnya
transisi energi yang berkelanjutan semakin meningkat
di kalangan perusahagerusahaan di Indonesia.
Dengan keterlibatan serikat pekerja, manajemen
perusahaan, dan pihgikhak terkait lainnya, transisi
energi dapat dijalankan dengan mempertimbangkan
kesejahteraan pekerja, keberlanjutan perusahaan, dan
dampak positif bagi lingkungan. Selain menghadirkan
tantangan, transisi energi juga membawa peluang bagi
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inovasi, peningkatan efisiensi, dan pertumbuhan yang
berkelanjutan, sehingga Indonesia dapat menjadi pelaku
utama dalam upaya global untuk mencapai tujuan
keberlanjutan.

TIDAK ADA YANG DITINGGAL
(No One Left Behind)

Populasi dunia pada tahun 2022 mencapai 7.95 miliar,
dengan 49,7% perempuan. Untuk itu, penting bagi kita
memastikan transisi energi yang adil memperhatikan
kesetaraan gender, menerapkan prinsip "no one left
behind" melibatkan partisipasi perempuan untuk
mengatasi dampak sosial-ekonomi perempuan,
serta memberi akses ke peluang baru dari
transisi energi, agar terwujud keadilan
sosial dan kesetaraan gender dalam
perubahan iklim & transisi energi.

KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI)
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A Just Transition and Its Impact
on the Mining, Textile, and
Plantation Sectors
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1.1 Background

ust energy transition and its impact on employment

has become an increasingly important topic of

analysis in recent years. Shifts in energy production
and consumption are important to mitigate the negative
impacts of current energy management on the
environment and human health that are becoming
increasingly visible.

The role of energy which is very important for daily
needs has had a large negative impact on nature and
humans. Currently, energy sources are classified into
two types, namely fossil energy and renewable energy.
According to the International Energy Agency (IER)

in 2019, around 84% of global energy needs are still
provided by fossil fuels, with crude oil and natural gas
as the main energy sourd@sMeanwhile, renewable
energy only accounts for around 11% of global energy
needs, with most of it coming from hydro energy and
wind energy.

44 |[EA adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada
tahun 1974 sebagai respons terhadap krisis energi global yang
disebabkan oleh krisis minyak pada tahun 1973. Tujuan utama IEA
adalah untuk mengoordinasikan langhahgkah strategis anggotanya
dalam menghadapi masalah pasokan energi, keamanan energi,-dan isu
isu lingkungan terkait energi.

45 Lihat IEA. (02 April 2023). Global Energy Review 2019.
https://www.iea.org/reports/globahergyreview-2019
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The high percentage of meeting global needs from
fossil energy sources has a negative impact. Global
warming, air pollution, land damage and loss of
biodiversity, social and cultural damage are the
problems it causes. Therefore, in the long term, energy
transition to renewable energy sources is the only
option that is just.

The energy transition is a change in the system of
energy production and consumption towards a more just
and equitable in economic, social and environmental
aspects. According to Andrea G4&ttin his article the
energy futures we want: A research and policy agenda
for energy transitions published in 2022, it states that a
just energy transition must ensure social, economic and
environmental aspects that are more just and equitable
and that all community groups are involved and receive
benefit from the transition.

In 2020, through their article entitled Fostering a local
energy transition in a posbcialist policy setting,
Jasminka Young and Marleen Brans argued that a just
energy transition must pay attention to human rights
and social justice in the development of renewable
energy infrastructur®. It can be interpreted that the

46 Andrea Gatto. (2022)The energy futures we want: A research and
policy agenda for energy transitionEnergy Research & Social
Science. Vol 89.

47 Jasminka Young & Marleen Brans. (2020). Fostering a local energy
transition in a possocialist policy setting. Environmental Innovation
and Societal Transitions, Vol. 36.
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energy transition is not only limited to efforts to reduce

emissions but also involves economic activities such as
welfare, certainty, security, and the health of workers in
the energy transition sector.

Research by the Global Commission on the Economy
and Climate finds that the energy transition can provide
significant economic opportunities, such as creating
new jobs, increasing investment, and reducing energy
costs. This means that this transition creates new job
opportunities, as well as the possibility that workers

working in the fossil energy sector will also lose their

jobs.

According to a report by the International Renewable
Energy Agency (IRENAY, globally it is estimated that
the renewable energy sector absorbs around 12.7
million, in other words, growing 73% from 2012 which
absorbed around 7.3 million workers. This number is
estimated to reach 38.2 million in 2030. Meanwhile,
jobs in other energy transition related sectors (i.e.
energy  efficiency, electric  vehicles, power
systems/flexibility) grew from 45.8 million to 74.2
million.*°

48 |RENA adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun

2009 untuk mempromosikan pengembangan dan penggunaan energi
terbarukan di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk mendukung

transformasi global menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan,

mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mengurangi ketergantungan
pada sumber energi fosil.

49 IRENA. (2022). World Energy Transition Outlook 2022.
International RenewablEnergy Agency, Abu Dhabi.
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In the Indonesian context, the issue of a just energy
transition has not received serious attention. This is
evidenced by the dependency on energy sources, which
still rely on coal and natural gas. Coal consumption in
Indonesia has increased significantly since the 2000s,
especially in power generation. Our World in Data
notes that 86.95% of Indonesia's total electricity
production in 2020 will come from fossil fuels. This
figure decreased slightly from 88.73% in 2399 his
very high presentation is certainly in tandem with the
still high number of workers in the fossil energy sector.

Various studies have shown that investment in the
renewable energy sector tends to create more jobs than
investment in the fossil energy sector. According to a
report by the International Labor Organization (ILO),
every 1 million dollars invested in the renewable energy
sector can create up to 12.7 million jobs, while in the
fossil energy sector it only creates 2.2 j@bShis
shows that the renewable energy sector has great
potential to create new jobs needed by the community.

However, switching to the renewable energy sector also
requires different skills and knowledge from the fossil

50 Qur World in Data. (26 April 2023). Fossil fuel subsidies: If we want
to reduce greenhouse gas emissions we should not pay people to burn
fossil fuels.https://ourworldindata.org/fossiliel-subsidies

51 Databoks. (28 April 2023). Ini Sektor Energi Terbarukan dengan
Pekerja Terbanyak.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/15¢iktior
energiterbarukardenganpekerjaterbanyak
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energy industry. Therefore, there is concern that
workers in the fossil energy sector may not have the
skills and knowledge needed to transition to the

renewable energy sector. However, some studies
suggest that this concern may be overblown. A study by
the Center for New Energy Policy and Technology

found that many of the skills needed in the renewable
energy sector can be transferred from the fossil energy
industry.

A just energy transition political policy must side with a
balanced society and environment. Taking into account
the interests and needs of vulnerable communities, such
as the poor, persons with disabilities, and indigenous
peoples. Governments, civil society and the private
sector must work together to ensure that this transition
occurs in a fair and equitable manner for all of society.
The active participation of all people in the energy
transition process is also very important to ensure that
their interests are represented and can benefit from this
change equally. Workers must have equal rights in
access to and participation in the energy transition
process. This can be done through the development of
policies that take into account workers' rights and
ensure their welfare is protected in the transition to the
renewable energy sector. In conclusion, a just energy
transition must play a role in improving the quality of
life of the community.

The certainty of fulfilling workers' rights in this just

energy transition process can be seen from various
elements. Some important elements are fair wages and
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compensation, safe and healthy working conditions, as
well as job certainty. For this reason, in the labor
struggle in determining a decent wage, the role of the
Trade Unions cannot be separated. This trade union is a
forum for workers to be able to strengthen their unity to
fight for their rights, both from the government and
employers.

One of the trade unions that is active in advocating for
workers' rights in this just energy sector is the

Confederation of Indonesian Trade Unions (KSPI).

KSPI is an organization that has brought together
various trade union federations in Indonesia since 2007.
One of KSPI's visions is the creation of social justice

and welfare for workers in particular and the people of
Indonesia.

KSPI assesses that a just energy transition is a step
towards creating an industry that is environmentally
friendly and safe for workers. For KSPI, there are at
least 3 industrial sectors related to equitable energy,
namely the mining sector, the garment sector, as well as
the plantation and forestry sectors. These three sectors
cover energy production and consumption. Therefore, it
is necessary to analyze the impact of a just energy
transition on workers working in these three sectors.
However, in order to get accurate research results, the
object of this research is limited to only three
companies, namely PT. Kalimantan Prima Coal in the
mining sector, PT. Nikomas Gemilang in the garment
sector, and PT Astra Agro Lestari in the plantation and
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forestry sector. The selection of these 3 companies is
because most of the workers are members of KSPI.

1.2. Research Objective

his study aims to determine the impact of the
energy transition on workers in the mining,

garment, agriculture and forestry sectors.

Understanding the impact of this transition will reveal

the strengths and weaknesses of various regulations or

cooperation agreements between workers and
companies concerning labor rights. But specifically,
this research aims:

a. Knowing the impact of a just energy transition
policy in Indonesia on workers' rights.

b. Knowing the implementation and impact of the
energy transition policy on workers at PT.
Kalimantan Prima Coal for the mining sector, PT.
Nikomas Gemilang for the garment sector, and PT
Astra Agro Lestari for the plantation and forestry
sectors.

c. Knowing KSPI's advocacy steps for workers who
are affected by the equitable energy transition

policy.
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1.3. ResearchQuestion

Departing from the description of the problem above,

the questions in this study are as follows:

a. What is the impact of a just energy transition
policy in Indonesia on workers' rights?

b. How is the implementation and impact of the
energy transition policy on KSPI member workers
at PT. Kalimantan Prima Coal for the mining
sector, PT. Nikomas Gemilang for the garment
sector, and PT Astra Agro Lestari for the plantation
and forestry sectors?

c. What are KSPI's advocacy steps for workers who
are affected by the equitable energy transition

policy.

1.4. Research Significance

uch research has been done on this equitable

energy transition. However, most of the

research only looks at the implementation of
the energy transition in the industrial sector, while this
research looks at the impact on the workers.
Theoretically, this research is expected to be able to
prove the strengths and weaknesses of a just energy
transition policy from the workers' approach. While
practically, this research has benefits for labor groups,
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especially the Confederation of Indonesian Trade
Unions.

1.5. Theoretical Framework

1.5.1. Theory of Fulfillment of Workers' Rights

A professor emeritus at the London School of
Economics and Political Science (LSE) named Richard
Hymart? argues that globalization has resulted in
tighter competition among multinational companies and
increased pressure to lower production costs, including
labor costs. This has an impact on working conditions
and workers' rights around the world.

In 2001 R. Hyman published his article entitled
Understanding European Trade Unionism: Between
Market, Class, and Society. In the article he analyzes
the factors that influence the success and failure of trade
unions in fighting for workers' rights amidst changing
conditions.

Indeed, the labor movement and trade unions first
appeared in England and France. Initially, the union
movement was founded to fight for workers' rights in
the workplace, such as fair wages, fair working hours
and better working conditions. Gradually, according to

52 Lihat R. Hyman. (2001). Memahami Serikat Buruh Eropa: Antara
Pasar, Kelas dan Masyarakat. SAGE, London.
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him, the labor movement in Europe is involved in wider
political and social struggles, such as the struggle for
social and political rights, minority rights, and
environmental rights.

Hyman sees that currently the trade union movement is
facing new challenges. Declining membership,
increasing global competition, and changes in work
patterns and types of work. Global competition is a
challenge for the trade union movement in Europe
because it makes it difficult to fight for workers' rights
in one country without considering global competition.
In addition, changes in work patterns and types of work,
such as flexible employment and shiEtm
employment contracts, make it difficult for trade unions
to fight for workers' rights.

Therefore, Hyman believes that the success of trade
unions depends on several factors, such as having
strong member support, having good negotiation skills,
and being committed to fighting for workers' rights
collectively. However, it is important to keep the role of
trade unions in fighting for workers' rights at the
international level and building relationships with other
social and political movements.

1.5.2. The Theory of Just Energy Transition
In 2020 Robert Pollin, professor of Economics at the
University of Massachusetts Amherst, and Noam

Chomsky, professor Emeritus of Linguistics at the
Massachusetts Institute of Technology (MIT) wrote
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Climate Crisis and the Global Green New Deal. This
article discusses the response to the global climate
crisis>3

Interestingly, this article does not only use an

environmental approach but analyzes the impact on the
labor sector. According to Robert Pollin and Chomsky,

the transition to a green economy must include

significant changes in employment. the importance of
ensuring the rights and welfare of workers in the

transition process. According to him, labor rights and

decent wages must be a priority in sustainable
economic development.

They assess that the climate change energy transition
and the transition to renewable energy require massive
investment in infrastructure, which in turn can create
new jobs and improve people's economic yoeiing.

But green jobs are not enough to achieve this goal. The
new job must provide a decent income, adequate
benefits such as health benefits and pension benefits,
and the protection of fair work rights such as the right
to associate and bargain.

These transition policies need to consider the most
vulnerable groups, including lewmcome workers, low
income communities, and marginalized minority
groups. Therefore, sustainable economic development
must be an inclusive endeavor and involve the

53 Robert Pollin & Noam Chomsky. (2020). Climate Crisis and the
Global Green New Deal. Verso Books, New York.
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participation of all stakeholders in planning and
decisionmaking processes. In other words, creating
new jobs and improving labor conditions or ensuring
that existing workers are not displaced.

1.6. Research Methods

1.6.1. Types of research

This research will use a qualitative research method
with a case study type. According to Cresswell
According to Creswell (2014) qualitative research is
methods to explore and understand the meaning that is
ascribed to social or humanitarian problems. This
research will use an inductive perspective because this
research aims to explore and understand meaning based
on data collected from interviews, speech documents,
documents, reports, articles, and so on. Using
gualitative methods, researchers build conclusions
through data, not hypotheses.

To understand the impact of a just energy transition on
workers, it is more effective to use a case study
approach. Case study research can reveal detailed and
accurate information about specific political events. In
this study, researchers chose three companies as case
studies, namely:

a. PT. Kalimantan Prima Coal for the mining sector;
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b. PT. Nikomas Gemilang for the garment sector;
And

c. PT Astra Agro Lestari for the plantation and
forestry sector

The selection of these 3 companies is because most of
the workers are members of KSPI. So that it can be
analyzed how the impact of a just energy transition on
the workers of KSPI members.

1.6.2. Data collection technique

In this study the required data were collected using
several techniques, namely interview, observation, and
documentation techniques. Primary data was obtained
through direct interviews with several key informants.
To complete the information from the key informants,
the researcher will also conduct interviews with other
informants to complement and support the data
provided by the key informants.

While the secondary data in this study were collected
through observation and document analysis. The
primary and secondary data that have been collected are
then analyzed using descriptive analysis techniques.
The results of the data that have been analyzed will then
be drawn conclusions according to the research
guestions. Descriptive data analysis is expected to make
it easier for researchers to understand and interpret data
or numbers obtained during research.
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2.1. A Brief History of the

Indonesian

experienced an interesting and significant

development. The political and social changes
that occurred after the fall of the New Order regime in
1998 opened up a wider space for trade unions and
workers to claim their rights which were often ignored
before. The posi980s labor movement has strove to
achieve a fair employment system, decent wage
increases, and improved working conditions that are
more humane.

A fter the 1980s, the labor movement in Indonesia

During the 1980s, the number of labor unions in
Indonesia experienced rapid growth. Many workers
realize the importance of uniting and organizing to
protect their rights and fight for welfare. The increase in
the number of labor unions is clear evidence of the
growing awareness of the importance of solidarity and
collective strength in achieving change.

One of the main demands of the p86t labor
movement was a decent wage increase. High inflation
and increasingly expensive living costs are strong
reasons to demand wages that are more in line with
economic conditions. The unions staged demonstrations
and strikes to pressure the government and employers
to accommodate their demands. Although not always
successful immediately, the labor movement has
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succeeded in pushing for wage increases in various
sectors.

However, the struggle of the labor movement did not
always run smoothly. The New Order government at
that time often responded to demonstrations with
repressive measures. Trade union leaders were arrested,
imprisoned, or even mysteriously disappeared. Despite
being faced with threats and intimidation, the fighting
spirit of the labor movement remained strong.

The culmination of the posit980s labor movement
occurred during the political reform in 1998. The fall of
Suharto brought about major changes in Indonesian
politics and society. The new government provides a
wider space for civil society organizations, including
labor unions, to actively participate in voicing demands
and critiques of labor policiés.

Since then, the labor movement has continued to grow
and develop. Various demands continue to be made,
including the protection of the rights of migrant
workers, the elimination of forced labor, and the
improvement of working conditions. The labor
movement has also increasingly strengthened the role of
women in the struggle for workers' rights. In recent
years, the labor movement in Indonesia has increasingly
focused on global issues such as climate change and

54 Muhammad Zuhdan. (2014). Perjuangan Gerakan Buruh Tidak
Sekedar Upah Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia
Pasca Reformasi. Jurnal llmu Sosial dan limu Politik. Vol. 17.
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natural resource exploitation. They realize that
employment issues cannot be separated from the wider
social and environmental context.

Together with a strong spirit of change and an
increasing number of members and sympathizers, the
labor movement in Indonesia continues to strive for a
more just and humane labor system. Thus, their role in
fighting for workers' rights and building a more just
society will remain relevant and crucial in moving
Indonesia forward into the future.

Trade unions have an important role to play in fighting
for fair wages and good working conditions for their
members. Trade unions become representatives and
advocates for workers. They fight to improve working
conditions, ensure fair wages, and protect workers'
rights. They also work to ensure that workers have
adequate job security and access to the necessary
training and skills development in this exarolving
industry.

2.2. The Form of KSPI

Trade Union Confederation (KSPI) began in the
postNew Order era in Indonesia. After the fall
of the New Order regime in 1998, the political and
social conditions in this country underwent significant

The history of the formation of the Indonesian
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changes. The era of political reform brought great
changes to society, including the labor movement.

In the beginning, after political reform, trade unions in
Indonesia did not have a strong confederation structure.
There are many unions that are independent and have
different goals and focuses. However, awareness of the
importance of solidarity and united strength in
achieving change is growing among workers.

In 2003, through the merger of several trade unions
registered with the ICFTU (International Confederation

of Free Trade Unions), KSPI was finally formed. This

merger included eight major trade unions in Indonesia
which merged into one, strengthening the position of
the labor movement in fighting for workers' rights.

KSPI was formed through a merger of several trade
unions registered with the ICFTU (International
Confederation of Free Trade Unions). This merger
brought together eight major trade unions, namely
FSPMI (Federation of Indonesian Metal Workers
Union), FSP ISI (Federation of Indonesian Cement
Industry  Workers Union), ASPEK Indonesia
(Association of Indonesian Workers Union), FREP
(Federation of Mining Energy Chemical Workers
Union) , PPMI (Association of Indonesian Media
Workers), FSP Pdaref (Federation of Mining, Energy
and Chemical Workers Union), FPTHSI (Forum of
Association of Indonesian Honorary Workers), and

55KSPI. (2003). Dokumen Kongres | KSPI.
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Farkes KSPI (Federation of Health Workers Union
Confederation of Indonesian Trade Unions).

With the formation of KSPI, the labor movement in
Indonesia has gained new momentum to increase its
role and struggle. By strengthening relations with the
International Trade Union Confederation (ITUC), KSPI
can gain support and cooperation with trade unions
from various countries. This has a wider and deeper
impact on the struggle for workers' rights at the global
level.

The current leader of KSPI, Said Igbal, has become a
respected figure in the labor movement in Indonesia.
Under his leadership, KSPI continues to strive to

improve workers' conditions and strengthen the position
of trade unions in formulating labor policies at the

national level.

KSPI has shown its success in carrying out actions and
negotiations with related parties. Their demands for
increased living wages and improved working

conditions have influenced government policies and
brought about positive changes for workers in various
sectors.
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2.3. Based on the Powe
of the Labor Mass

masses is the main pillar for the Confederation

of Indonesian Trade Unions (KSPI) in carrying
out its role and struggle as a strong and effective labor
organization. In the context of the labor movement, "the
working masses" refers to the large number of workers
who are members of trade unions and other workers'
organizations.

The consolidation and strength of the working

The mass of workers is a representation of the power
and voice of workers who unite to claim their rights and

fight for welfare. The consolidation and strength of the

working masses played a central role in strengthening
the labor movement and exerting greater influence in
shaping labor policy.

Consolidation refers to the process of merging or
unifying different trade unions into one solid unit and
united in a common struggle. Meanwhile, the strength
of the mass of workers refers to the carrying capacity
and large number of members, which strengthens the
position of the KSPI in achieving the demands and
desired changes.

With consolidation, trade unions that were previously
independent can unite and coordinate more effectively.
This helps avoid fragmentation and strengthens the role
of KSPI as a single voice that can voice the aspirations
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and demands of all its members. Consolidation also
opens opportunities for sharing experiences and
knowledge between unions, increasing organizational
capacity, and expanding cooperation networks.

KSPI's consolidated strength can be measured by the
number of members reaching around 499,000 workers
spread throughout Indonesia, thus placing KSPI as the
main force in the labor movement in this courtfrfhe
mass of workers places KSPI in a role in the negotiation
process with the government and employers. At the
negotiating table, the representation of a large number
of members brings stronger bargaining power in
reaching agreements that are beneficial to workers.

The strength of the mass of workers is an important
capital in the KSPI struggle. The large number of
members allows KSPI to organize demonstrations,
strikes and other campaigns on a large scale, which
attract the attention of the government, employers and
the wider community. The mass power of the workers
also exerts strong political pressure on the relevant
parties to listen to and respond to workers' demands.

56 KSPI. (2022). Dokumen Kongres V KSPI.
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2.4. The Issues of Struggl

KSPI has taken an active role in fighting for a number
of crucial issues related to labor conditions and worker
welfare in Indonesia. Some of the main struggle issues
of KSPI include?’

1.

Increase in Wages: One of the main demands of
KSPI is an increase in decent wages for workers in
various sectors. KSPI is struggling to set a
minimum wage that is sufficient to meet the basic
needs of workers and their families, as well as
offset rising levels of inflation and the cost of
living.

Migrant Workers' Rights: KSPI is active in fighting
for the protection and rights of migrant workers,
both domestically and abroad. They urged the
government to ensure that migrant workers are
treated fairly and enjoy the same rights as local
workers.

. Abolition of Forced Labor: KSPI opposes the

practice of forced labor and strives to abolish forms
of work that force workers to work without pay or
at very low wages, as well as without guarantees of
workers' rights.

Employment Protection: KSPI is committed to
strengthening legal protection for workers,
including protection against unfair termination of

57TKSPI. (2022). Dokumen Kongres V KSPI.
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employment, discrimination in the workplace, and
labor exploitation.

Improvement of Working Conditions: KSPI strives
to create more humane and safe working conditions
for workers. They emphasized the importance of
work safety, health insurance, and the right to work
reasonable hours.

Elimination of ShoHTerm Employment Contracts:
KSPI demands the abolition of short term
employment contracts which often result in workers
not having social security, insurance rights and
decent wages.

. Increasing Women's Participation in the World of
Work: KSPI is committed to fighting for gender
equality in the workplace and supporting increasing
women's participation in the world of work and

ensuring their access to equal rights.

Protection of Informal Workers: KSPI is also
concerned with the protection of informal workers,
such as farm labourers, workers in the informal
sector, and workers in the domestic sector, to ensure
that they get equal rights as formal workers.

In addition to the previously mentioned labor issues,
KSPI is also fighting for climate change issues and is
involved in political struggles through the labor party.

1. Climate Change Issues: KSPI realizes that climate

change is a very important global issue and impacts
all levels of society, including workers. They strive

to raise awareness and collective action to tackle
climate change, and urge governments and the
private sector to adopt green and sustainable
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workplace policies. KSPI also plays a role in
voicing environmental issues in labor discussions to
achieve sustainable development.

2. Political Struggle through the Labor Party: KSPI is
also involved in the political struggle through the
labor party and the political movements they
support. By having political representation, KSPI
hopes to influence policy making related to
employment and other social issues. Through the
labor party, they are trying to create changes in the
laws and regulations governing manpower, as well
as fighting for workers' rights through existing
political mechanisms.

Overall, KSPI fights for issues of employment, worker
welfare, and the environment, and is involved in
political struggles through the labor party to influence
policies and support the aspirations of workers in
Indonesia. All of these efforts demonstrate KSPI's
commitment and contribution in creating a more just,
just and sustainable society for all Indonesian workers
and people.
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2.5. Resistance Agains

the Omnibus Law

passed in October 2020, is a law that includes

various amendments to a number of labor and
investment laws in Indonesia. This law aims to improve
the investment climate and promote economic growth
by simplifying the rules and regulations governing
employment and investment.

The Omnibus Law on Job Creation, which was

However, since it was initially proposed, the Omnibus
Law on Job Creation has drawn controversy and
resistance from various parties, including the
Confederation of Indonesian Trade Unions (KSPI).
KSPI, together with other labor unions, considers that
the Omnibus Law is detrimental to workers' rights and
provides companies with too much leeway without
strengthening protection for workers.

Some of the key points in the Job Creation Omnibus

Law that are of concern to and resistance to KSPare:

1. Flexibility of Employment Relations: The Omnibus
Law provides greater flexibility for companies in
determining the type of employment relationship,

58 Kompas. (29 April 2023). Ini 9 Alasan KSPI Menolak Omnibus
Law. https://nasional.kompas.com/read/2020/02/16/1535359/ini
alasarkspirmenolakomnibuslaw-ciptakerja
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such as contract employment relationships and part
time employment relationships. This is considered
to reduce job security and workers' rights in the
long term.

2. Reducing Wages: The Omnibus Law provides
leeway for companies in terminating employees and
paying lower compensation to workers. This is
considered detrimental to workers because wages
are not in accordance with regulations and the
possibility of easier termination of employment.

3. Trimming the right to leave and severance pay: The
Omnibus Law limits the right to leave and
severance pay for workers who have experienced
termination of employment. This reduces protection
for workers and makes them more vulnerable to
employer abuse.

4. Reduction of Environmental Permits: The Omnibus
Law provides concessions for companies to obtain
environmental permits in an easier way, which
raises concerns about the negative impact on the
environment and public health.

KSPI together with other labor unions have carried out
various demonstrations and strikes against the Omnibus
Law on Job Creation. They think that the law does not
strengthen the position of workers, but rather provides
more benefits to the employers.

After carrying out various protest actions and resistance
against the Omnibus Law on Job Creation, KSPI
together with other trade unions decided to take legal
steps by conducting a Judicial Review at the
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Constitutional Court (MK). Judicial Review is a legal
mechanism that allows parties who feel disadvantaged
or doubt the constitutionality of a law to submit a
lawsuit to the Constitutional Court to request a decision
regarding the suitability of the law with the 1945
Constitution.

It can be said that the resistance of KSPI and other labor
movements against the Omnibus Law on Job Creation
shows their commitment to protecting and fighting for
workers' rights. They are trying to get changes to the
law and ensure that more fair and equitable labor
regulations can be implemented for the welfare of
workers in Indonesia.
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3.1. The International Policy

n the early 1990s, the world began to realize that

one of the world's major threats was climate change.

In 1997 the world began to agree on the first
international framework on reducing greenhouse gas
emissions and promoting the use of clean energy. This
framework is known as the Kyoto Protocol. The need
for international policy is getting stronger after the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in
2001 released the results of its research on the causes of
climate change. The results of this study state that one
of the main factors of climate change is human activity
and the use of fossil fuel energy.

Since then, the energy transition has become a global
problem that requires international cooperation to reach
an effective solution. The issue of energy transition is
increasingly being discussed in international forums,
such as the United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC) and the United Nations
Conference on Trade and Development (UNCTAD)
meetings. However, the Paris Agreement on Climate
Change (Paris Agreement) is the international
agreement that has attracted the most attention. This
agreement was signed in 2015 by 197 countries, setting
global targets for reducing greenhouse gas emissions
and accelerating the transition to renewable energy
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sources with a target for global temperatures to be
below 2 degrees Celsius above-praustrial level$?®

Through the Paris Agreement, a commitment was
agreed to allocate funds of US $ 100 billion per year
from developed countries to developing countries to
help them reduce emissions and deal with the impacts
of climate change. The agreement focuses on 2 big
agendas namely mitigation and adaptation. The
mitigation agenda focuses on reducing greenhouse gas
emissions from various sectors, including energy,
industry, transportation, and agriculture. While
adaptation to help countries most vulnerable to the
effects of climate change to adjust to these changes.

Since its adoption in 2015, the Paris Agreement has
played an important role in strengthening global
awareness and action to reduce greenhouse gas
emissions and address the impacts of climate change.
At least there are several results and achievements from
this agreement, including:

a. Global targets for reducing greenhouse gas
emissions: The Paris Agreement set a global goal
of keeping global temperature rise below 2 degrees
Celsius above prindustrial levels, with efforts to
limit temperature rises to below 1.5 degrees
Celsius.

b. Increased international awareness and support: The
Paris Agreement has strengthened international

59 MENLHK. (03 Mei 2023). Siaran Pers.
https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/298
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awareness and support for climate change
mitigation and adaptation actions.

c. Increased financial investment in renewable
energy: Since the signing of the Paris Agreement,
financial investment in renewable energy has
increased significantly, reaching over US$300
billion in 2018.

d. Technological developments and innovation: The
Paris Agreement has also encouraged technological
development and innovation in the fields of
renewable energy and energy efficiency.

However, there are challenges and weaknesses in the
implementation of the Paris Agreement. Most of the
NDCs that have been submitted by countries are still
not ambitious enough to achieve global goals within the
stipulated deadlines. In addition, many developing
countries still lack sufficient resources and technology
to accelerate the energy transition towards cleaner and
more sustainable sources of energy. Therefore, more
ambitious and globally coordinated action is needed to
achieve the goals set out in the Paris Agreement on
Climate Change.
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3.2. The Energy Transition Policy

in Indonesia

Indonesia is carried out through a number of

programs and targets announced by the government.
One of the main programs rolled out by the Indonesian
government is the target of 23% renewable energy by
2025. This target was announced in the 22028
Electricity Supply Business Plan (RUPTL) released by
the Ministry of Energy and Mineral Resources
(ESDM).

I nvestment in the renewable energy sector in

In addition, the government has also launched a 1
million electric house program that uses renewable
energy sources, such as solar panels and himtm
power plants. The Indonesian government also
encourages the development of technology and
innovation in the renewable energy sector through
various programs such as the New and Renewable
Energy Research Consortium Program (KONVERSI),
the New and Renewable Energy Innovation Program
(PEKERTI), and the Renewable Energy Development
Program for Rural Areas (PE2T).

In Indonesia, renewable energy sources have also begun
to be increased in recent years. According to data from
the Ministry of Energy and Mineral Resources, in 2019,
around 8.45% of the total power generation capacity in
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Indonesia came from renewable energy sources, with
most coming from hydro and geothermal enefgy.

A number of regulations governing the energy

transition have been issued by the government. For
example, Law no. 30 of 2007 concerning Energy which

regulates energy development in Indonesia, Law no. 30
of 2017 concerning Energy, even in Law no. 30 of 2009
concerning Manpower. However, there are many

weaknesses in these regulations, especially in labor
regulations in which there are different views regarding

the status of workers working in the renewable energy
sector. This makes labor protection in this sector less
clear.

Thus, when compared with energy consumption from
renewable energy fossils, it is still far below. The use of
renewable energy in Indonesia is still relatively low
compared to other developed countries. According to a
2020 International Energy Agency (IEA) report,
investment in the renewable energy sector in Indonesia
is only around US$1.7 billion. The following is data on
the development of renewable energy in Indonesia
every year from 2010 to 2020:

60 ESDM. (2019). Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2019.
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Tabel 2.1. Development of Renewable Energy
In Indonesia From 20162020+

NO | TAHUN | INVESTASI | KAPASITAS | KONSTIRBUS
1 | 2010 US$170 juta | 1.846 MW 5,2%
2 | 2011 US$390 juta | 2.036 MW 5,9%
3 | 2012 US$347 juta | 2.321 MW 6,5%
4 | 2013 US$363 juta | 2.601 MW 7,2%
5 | 2014 US$360 juta | 2.886 MW 7,9%
6 | 2015 US$301 juta | 3.156 MW 8,6%
7 | 2016 UsS$281 jut | 3.441 MW 9,1%
8 | 2017 US$494 juta | 3.853 MW 9,9%
9 | 2018 US$1,3 4,111 MW 9,9%

miliar

10 | 2019 US$1,2 5.505 MW 9,9%

miliar

11 | 2020 US$1,7 11.182 MW 11,2%

miliar

Sumber: International Energy Agency (IEA)

The development of this energy transition is quite
behind compared to the development of countries in the
Southeast Asian region. Indonesia still loses to
neighboring countries in Southeast Asia such as
Malaysia, Thailand and the Philippines. Comparison of
Indonesia's renewable energy data with these countries
from 2010 to 2019 can be seen in comparisons in 2010
and 2019. Malaysia in 2010, renewable energy
consumption reached around 0.8 million tons of oil
equivalent (toe) and in 2019, energy consumption

SL1EA. (29 April 2023).https://www.iea.org/
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renewables increased to around 2.5 million tons.
Thailand also in 2019, renewable energy consumption
increased from around 2.2 million tons in 2010 to
around 9.4 million toes in 2019.

At least there are several challenges faced in the energy
transition in the Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) countries:

1. Dependence on Fossil Fuels: Most countries in
ASEAN still rely heavily on fossil fuels, especially
coal, to meet their energy needs. This dependence
is a challenge in the energy transition, because it
requires a drastic reduction in the use of fossil fuels
and a shift to renewable energy sources.

2. Infrastructure and Investment: Building the
infrastructure needed to generate, transmit and
distribute renewable energy requires major
investments. These challenges include limited
funding, lack of supportive policies, and regulatory
uncertainty, which can hinder infrastructure
development and deployment of renewable energy
in ASEAN.

3. Technical Capacity and Human Resources: The
development of the renewable energy sector
requires a workforce that is skilled and has
adequate technical knowledge. These challenges
include a shortage of workers trained in renewable
energy technologies, inadequate educational
curricula, and a shortage of training programs
specific to renewable energy.
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ASEAN countries have a wealth of diverse natural
resources, including solar, wind, biomass, and hydro
energy potential. This potential opens up great
opportunities for the development of renewable energy
in the region. According to a report by the International
Renewable Energy Agency (IRENA), by 2050, the
international agency predicts, as much as-tiwals of

the region's energy needs can be met by EBT with solar
power and biomass being the largest resources that can
be utilized. ASEAN countries are estimated to need
funds of up to USD 987 billion to achieve the short
term energy transition target in 2030 to achieve a net
zero emission scenario in 20%0.

In the context of Indonesia, which is the country with
the largest population in ASEAN, Indonesia faces
challenges in meeting the increasing demand for energy
while trying to achieve energy sustainability. The
Indonesian government has adopted an energy
diversification policy to reduce dependence on fossil
energy sources, but this has not been running optimally.
At least there are several factors that influence it,
among them:

a. Policy Uncertainty: Unclear or inconsistent
policies regarding the renewable energy sector can
discourage investors from investing. Investors need
legal certainty and stable and consistent policies to
minimize investment risk.

62 portal Informasi Indonesia. (18 Mei 2023). Sinergisitas untuk
Transisi Energi di ASEAN.https://indonesia.go.id/kategori/ragam
asear023/7256/sinergisitagntuk-transisienergidi-asean
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b. Limited Human Resources: Investment in the
renewable energy sector requires skilled experts.
However, skilled human resources in the
renewable energy sector are still limited in
Indonesia. This makes it difficult for investors to
get the experts needed to develop renewable energy
projects.

c. Difficulty Getting Funding: Investments in the
renewable energy sector are costly. However,
available funding sources are still limited in
Indonesia. In addition, high loan interest is also an
obstacle for investors in obtaining sufficient
funding.

d. Technical and Infrastructure Barriers: Even though
the potential for renewable energy in Indonesia is
very large, there is no adequate infrastructure and
system to develop this sector. There are technical
and infrastructural barriers, such as a lack of
transmission lines and balancing systems, which
can make it difficult to integrate renewable energy
sources into existing electricity systems.

e. Conventional Power Generation Domination: The
majority of Indonesia'’s electricity system still relies
on coal and gabased power plants. This makes
investors reluctant to invest in the renewable
energy sector because the renewable energy market
is still limited and unprofitable.

To overcome the low investment in the renewable
energy sector, the Indonesian government has made
various efforts such as improving the investment
climate, providing stable and consistent policy
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certainty, increasing the availability of skilled human
resources in the renewable energy sector, and
strengthening adequate infrastructure and systems to
develop the sector. renewable energy.

The Indonesian government's strong push for this

energy transition is very strong. Indonesia's target to

achieve Net Zero Emissions in 2060 is revealed in

various government political wishes. The President of

the Republic of Indonesia delivered a State of the

Nation Address on 16 August 2021 regarding the

Transformation towards New and Renewable Energy,

and efforts to accelerate the economy based on green
technology, because this is one of the important points
in the Indonesian economy. However, one of the

government policies that has the most direct impact on
workers is the issuance of the Omnibus Law or the Job
Creation Law which was passed in 2620.

The government considers that the Omnibus Law is
capable of simplifying and integrating existing
regulations in Indonesia so as to create a clearer and
more consistent legal framework for the energy
transition in Indonesia. However, on the other hand, the
Omnibus Law provides greater flexibility in setting
work contracts. This can reduce the guarantee of job

63 Sekretariat Kabinet RI. (4 Mei 2023). Naskah Pidato Presiden RI
Dalam Sidang Tahunan MPR 2021lhttps://setkab.go.id/pidato
presidenri-padasidangtahunarmpr-ri-dansidangbersamadpd-ri-
dandpr-ri-dalamrangkahut-ke-76-proklamasikemerdekaaimepublik-
indonesial6-agustus2021/
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stability and reduce protection for workers. In addition,
the existence of provisions that allow for downsizing
employees can also lead to mass layoffs and reduce
labor protection. the abolition of pmmpany permits,
can weaken labor protection and reduce the power of
unions. This can result in an imbalance of power
between employers and workers.

An equitable energy transition requires close
collaboration between government, the private sector,
and civil society. Governments can create frameworks
that support private investment in renewable energy,
while civil society can play a partner role in advocating
for equitable and sustainable policies.

From a political point of view, a just energy transition
involves policies that are in favor of a balanced
community and environment. Public policies must take
into account the interests and needs of society, not just
the interests of the energy sector. Research by the
Energy Transition Commission found that public
policies oriented towards energy transition should focus
on developing infrastructure and regulations that
support the use of renewable energy sources and reduce
the use of fossil fuels.

The Indonesian government needs to develop policies
and regulations that support a just energy transition.
This includes setting ambitious targets for renewable
energy development, increasing the accessibility of
renewable energy to the less fortunate, and providing
fair incentives for renewable energy developers.

132 Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)



Such good and effective regulations must cover the
protection of workers' rights, such as fair wages, decent
working conditions, protection against unfair
termination of employment, and access to social
security. Demographic characteristics, education level,
unemployment rate, and poverty rate in Indonesia can
influence the implementation and impact of labor
regulations. Therefore, it is necessary to adjust labor
regulations that take into account the dynamics and
uniqueness of Indonesia's situation. Of course, by
considering sustainability and flexibility in regulations
that can facilitate economic growth and investment, as
well as increase job opportunities for the community.

The value of investment in the renewable energy sector
in Indonesia is quite high, apart from the government or
those from within the country, the value of investment
from outside investors is also very large. Several
countries that have invested heavily in the renewable
energy sector in Indonesia &fe:

1. China: China has become one of the largest
investors in renewable energy in Indonesia.
Chinese companies have invested in solar, wind
and bioenergy projects in Indonesia.

2. Japan: Japan has also invested significantly in
renewable energy in Indonesia. Japanese

64 Kementerian Luar Negeri Indonesia. (20 Mei 2023). CGGC
Gezhouba Usulkan Kerja Sama Investasi Pembangkit Listrik Energi
Terbarukan. https://kemlu.go.id/beijing/id/news/15512/eggehouba
usulkankerjasamainvestasipembangkilistrik-energiterbarukan
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companies are involved in the development of
renewable energy projects, such as solar power,
bioenergy and others.

3. Singapore: Singapore is a country with many
companies and financial institutions interested in
investing in renewable energy in Indonesia.
Singaporean companies have invested in renewable
energy projects in Indonesia, either through project
development or through financing.

4. Saudi Arabia: Saudi Arabia has also made
significant investments in renewable energy in
Indonesia. Saudi Arabian energy companies such
as ACWA Power have invested in solar and wind
power generation in Indonesia.

5. ltaly: Italian energy companies, such as Enel Green
Power, have invested in renewable energy projects
in Indonesia. They are involved in solar power
generation and other renewable energy projects in
Indonesia.

Apart from the countries above, there are other
countries that are also investing in renewable energy in
Indonesia, such as France, the Netherlands, Australia
and South Korea. These countries have shown their
interest and commitment in supporting Indonesia's
renewable energy transition through investing in
renewable energy projects.

The Ministry of Energy and Mineral Resources study
states that the potential for renewable energy is large.
This potential is 417.8 GW, originating from the Ocean
of 17.9 GW, Geothermal of 23.9 GW, Bioenergy of
32.6 GW, Wind energy of 60.6 GW, Hydro Power of
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75 GW, Solar Power of 207 .8 GW. Thus, Indonesia

becomes a country with great opportunities in
renewable energy investmént.

65 Indonesia Green Growth Program. (12 Mei 2023). 5 Fakta
Pembiayaan Untuk Memenuhi Target Bauran Energi Baru Terbarukan
Pada 2025. http://greengrowth.bappenas.gofai{tatentang

pembiayaaruntuk-memenuhitargetbaurarenergibaruterbarukan
ebtpada2025/
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fighting for fair wages and good working

conditions for their members. Trade unions
become representatives and advocates for workers.
They fight to improve working conditions, ensure fair
wages, and protect workers' rights. They also work to
ensure that workers have adequate job security and
access to the necessary training and skills development
in this everevolving industry.

Trade unions have an important role to play in

In addition, trade unions also play a role as partners in
negotiations with employers or companies. Through a
process of collective negotiation, trade unions try to
reach agreements regarding wages, welfare guarantees,
and other work rights. They represent the collective
interests of workers and fight for equality and fairness
in employment relations. These negotiations covered
various aspects, including wage rates, working hours,
leave, job security, and welfare programs for workers.

In the context of the energy transition industry, where
sustainability and renewable energy are the main focus,
the role of trade unions is increasingly relevant. They
can encourage companies to adopt environmentally
friendly practices, such as the use of renewable energy,
good waste management and reduced carbon emissions.
Thus, trade unions not only protect the interests of their
members, but also contribute to achieving sustainability
goals in the energy transition industry.
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4.1. Application of Green Technolog

in the Mining Industry

he mining industry is a sector that plays an

important role in the global economy. In it,

workers act as the backbone that carries out
daily operations. Therefore, it is important for mining
companies to ensure the welfare of workers so that they
can work with high enthusiasm and productivity.
Relations between workers and companies have a
crucial role in achieving success and sustainability.
The mining industry in Indonesia is an important and
strategic economic sector. Indonesia has abundant
natural resources, including various types of minerals,
coal, oil, natural gas, and others. The presence of these
natural resources has made the mining industry one of
the main contributors to the Indonesian economy.

Based on data from the Central Statistics Agency
(BPS), the number of people working in the mining and
qguarrying sector increased by 6.25% or to 1.53 million
people. This number places the importance of good
relations between companies and workers in the mining
sector.

One of the companies operating in the mining sector is
PT. Borneo Prima. PT Kaltim Prima Coal is
headquartered in Sangatta, East Kutai Regency, East
Kalimantan Province. In addition, PT Kaltim Prima
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Coal (KPC) also has representative offices in Jakarta,
Samarinda and Balikpapan. PT Kaltim Prima Coal
manages a mining area of 84,938 hectares. Supported
by more than 4,499 workers and 21,000 personnel from
contractors and associated companies. This company
was founded in 1978 after Indonesia opened up
opportunities for foreign companies to conduct coal
exploration in East Kalimantan and South
Kalimantan®®

However, one of the important issues that is often

demanded by KPC's unions is salary increases and job
security. Demand for salary increase is an issue that
often arises in the relationship between unions and
companies. Workers at KPC, as in other mining

industries, face significant risks and challenges in

carrying out their duties. Because of this, they often

fight for salary increases that match their workload and

contribution to the company's success. This demand
aims to improve the welfare of workers and provide fair

rewards for their hard work.

In 2010, for example, hundreds of workers and

employees of a coal mining contracting company, PT.
Darma Henwa in Bengalon, East Kutai, East

Kalimantan held a demonstration demanding a salary
increase. PT. Darma Henwa itself is a sub contractor of
PT. Kaltim Prima Coal.

66 Kaltim Prima Coal. (29 Mei 2023). Sekilas Tentang Kami.
https://www.kpc.co.id/id/sekilagentangkami/
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According to the explanation from the head of the KSPI
member union, namely Ludiansyah, every year workers
who are members of the union demand a 15% increase
in salary. Workers feel they deserve higher wages given
their contribution to coal production. The majority of
Mining and Quarrying Workers earn between IDR
1,871,555 and IDR 5,708,624 per month. Economic
conditions continue to develop, workers feel that their
salaries are not comparable with the rate of inflation
and rising costs of livin§’

In addition to demands for a raise in wages, job security
is also a major concern for unions. In the dynamic
environment of the mining industry, workers often face
uncertainty regarding the continuity of their jobs. An
example of this is the use of shtetm work contracts

or project contracts in employment relationships. In the
mining industry, shosterm work contracts are often
used to deal with fluctuations in production or the needs
of certain projects. This can create uncertainty for
workers regarding the continuation of wéek.

Project work contracts usually have a limited period
and will expire after the project is completed. This
causes workers to feel unsure about their job after the
contract ends. In addition, in the mining industry,
companies often face commodity price fluctuations
such as coal. When coal prices decline, companies may

57 Wawancara 15 Mei 2023
68 Wawancara Ludiansyah tanggal 15 Mei 2023.
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reduce production or terminate employment to reduce
operational costs and of course the victims are workers
with contract or project status.

Based on BPS data in 2023, the salary of workers in the
mining and quarrying sector is IDR 3,131,520 with
working hours of 46 hourS.

Graphic 4.1. Monthly Wages
(Rupiah)
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Sumber: Badan Pusat Statistik

The data shows wages in the mining sector are still low.
Therefore, low wages and the uncertainty of job
security can affect the stability of life and welfare of
workers. They may feel insecure about planning for the
future, such as managing finances, considering a child's
education, or buying a home. In addition, uncertainty
about job security can also have a negative impact on

69 Badan Pusat Statistika. (2022). Statistika Pekerja Indonesia Tahun
2022.
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employee motivation and engagement, as they do not
feel valued or have a lortgrm interest in the company.

Another big challenge for workers is the possibility of
applying the principle of energy transition. This can be
seen since 2020 this company has implemented
provisions for the use of Bio Diesel B30 for all diesel
needs in the company. In addition, KPC also uses a
number of solar panels in various locations. This
situation has resulted in a reduction in the number of
workers. Negotiations between trade unions and
companies are needed here to be the key in reaching
mutually beneficial agreements. Companies must
consider the demands of trade unions by taking into
account the conditions of the industry and the
sustainability of their busineg$.

Field data shows that the use of automation technology
in the mining industry can reduce up to 30% of human
labor in tasks such as quarrying, hauling, and
processing coal. In the 2021 KSPI survey involving 500
mining workers, around 70% of respondents expressed
their concern about the possibility of losing their jobs in
the next few years due to the energy transition and the
use of new technologiés.

70 CNBC. (02 Juni 2023). Ini Rencana Hilirisasi Dari Produsen Batu
Bara RI https://www.cnbcindonesia.com/market/20211122194745
293555/inirencanéhilirisasidari-produserbatubarari

71KSPI. Survei Tahun 2021.
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In conclusion, to deal with this change, there are several
things that are of concern to the government, employers
and workers. First, increasing the human resources of
miners allows adaptation to new technology. The

energy transition involves changes in energy production
methods and technologies. With increased knowledge
and skills, miners can learn and master new

technologies needed in the renewable energy industry.
They can contribute to the development and

operationalization of renewable energy projects, such as
the installation of solar panels, wind turbines or the use
of other renewable energy technologies.

Second, increasing the human resources of miners also
has an impact on increasing job security. The mining
industry is high risk, and upskilling will increase
awareness of proper safety practices. Improved
education and training will help miners understand risks
and reduce work accidents. In the context of the energy
transition, knowledge of job security in the use of
renewable energy technologies is also important.

Third, increasing the human resources of miners opens
opportunities for career diversification. In an energy
transition, the need for labor changes. Miners with
increased knowledge and skills can move into the
renewable energy sector, such as developing renewable
energy projects or operating renewable energy facilities.
This provides new opportunities for them and helps
reduce dependence on fossil energy sources.
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Fourth, increasing the human resources of miners also
triggers research and innovation in the mining industry.
With enhanced knowledge, they can play an active role
in the development of more environmentally friendly
technologies and mining methods. This includes
reducing negative impacts on the environment, using
energyefficient  technologies, and  developing
sustainable mining practices. With increased skills and
knowledge, miners will become a valuable asset that
can make a greater contribution to productivity and
operational efficiency.

They can help identify and implement best practices in
the use of renewable energy technologies, reduce
production costs, and improve the quality and
sustainability of mine operations. In addition, the
increase in human resources for miners also reflects the
company's commitment to social and environmental
responsibility. In an era that is increasingly aware of the
importance of sustainability, mining companies need to
prioritize investment in the development of human
resources for miners. This will create a better working
environment, improve the quality of life for workers,
and help strengthen the relationship between the
company and the local community.

In this case, the role of the government, mining
companies and trade unions is very important. The
government needs to provide clear regulations and
policy support to improve human resources for miners.
Mining companies must commit to providing education
and training opportunities for workers, as well as
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ensuring safe and humane working conditions. Trade
unions have an important role to play in advocating for
workers' rights, ensuring fair working conditions, and

fighting for decent wages and job security.

4.2.Application of Green Technology

in the Garment Industry

of the sectors with significant environmental

impacts. The garment industry has traditionally
used hazardous chemicals, untreated waste water, and
produced greenhouse gas emissions. Currently the
garment/textile industry is one sector that has a large
number of workers.

The garment industry is widely recognized as one

In 2020, the Central Statistics Agency (BPS) noted that
the number of textile industry workers was 519,299
people in 2020. This number has decreased by 10.66%
compared to the previous year which reached 581,235
people’?

72Badan Pusat Statistika. (2022). Statistika Pekerja Indonesia 2022.
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Graphic 4.2. Number of Workers
in The Textile Sector
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Various studies have also shown that the working
environment in the garment industry has become a
major concern because of its impact on the health and
welfare of workers. Harsh working conditions, such as
long working hours, low wages, job insecurity, and high
pressure to meet production targets. Workers are often
exposed to health risks and work accidents, such as
exposure to hazardous chemicals, physical injuries and
health problems due to excessive workload.

The production process in the garment industry
involves various stages such as yarn spinning, dyeing,
printing, cutting and sewing. Each of these stages uses
energy, whether in the form of electricity or fossil fuels,
which results in carbon emissions. In addition, the use
of chemicals in the dyeing and printing processes can
also generate greenhouse gas emissions.
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Scientific data and research show some of the main
problems faced by workers in the garment industry
related to the work environmefit:

1. Safety and Health: Unsafe working conditions and
lack of supervision lead to high rates of accidents
and injuries. Workers are often exposed to
hazardous chemicals without adequate protection.

2. Physical Conditions: Workers in the garment
industry often have to work in uncomfortable and
repetitive body positions. This can lead to
musculoskeletal injuries, such as back pain and
disorders of the hands and wrists.

3. Psychological Conditions: High work pressure,
production targets that are difficult to meet, and
unfair working conditions can cause stress, fatigue,
and mental health problems in workers.

Demands to improve the work environment in the

garment industry are getting stronger. Garment
companies need to improve energy efficiency in their

entire production chain. This can be achieved by
adopting more efficient technologies and systems, such
as the use of energy efficient machines and equipment,
the use of LED lights, and sophisticated energy

management systems.

73 Pandu Adi Cakranegara, dkk. (3 Oktober 2022). Faktor Determinan
Performa Kerja Karyawan dilndustri Garmen Nasiona. Jurnal
Kewarganegaraan. Vol. 6.
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The concept of green technology in the garment
industry involves several main aspects, including the
use of environmentally friendly raw materials, energy
efficiency, reduction of carbon emissions, and good
waste management. The application of green
technology helps reduce water, air and soil pollution
caused by the garment industry, as well as reduce
greenhouse gas emissions that contribute to climate
change. Help improve the sustainability of the garment
industry by reducing dependence on limited natural
resources and creating a safer and healthier work
environment.

Of course, workers will experience immediate benefits
such as improved health and wedling. The
application of green technology in the garment industry
not only brings environmental benefits, but also adopts
new technologies and sustainable production practices.
This condition requires workers to acquire new skills in
the use of green technology, waste management, energy
efficiency, and sustainability, even allowing some
traditional jobs to decrease or disappear due to the
adoption of green technology and automation.

Changes in production processes and employment
structures can create job insecurity, especially for those
who do not have the skills needed to meet the needs of
the energy transition. Workers affected by these
changes may face difficulties adapting to the changes,
such as decreased wages, lost jobs, or increased
inequality. At the same time, the adoption of green
technologies can also create new opportunities within
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the sector, such as jobs in developing and operating
green technologies, waste management and energy
efficiency.

One company that is currently in the energy transition
stage is PT Nikomas Gemilang. PT Nikomas Gemilang
is a sports shoe manufacturer that has built a strong
reputation and is one of the major players in the
industry. Founded in 1992 in Serang Regency, this
company has grown rapidly to become one of the
largest in Banten Province, with a total of 50,000
employees’™

In the last few decades, this company has been able to
create jobs for thousands of people in Banten Province,
making a significant contribution to the regional
economic growth. In the ev@rowing sports shoe
industry, PT Nikomas Gemilang has established itself
as a leader with globally recognized product quality.

The company recognizes that it is important to reduce
its environmental impact and contribution to carbon

emissions. In order to achieve this goal, PT Nikomas
Gemilang has made a number of significant energy
transition efforts. They are one of 28 companies that
signed a Renewable Energy Certificate (REC) sale and

74 Tempo. (12 Januari 2023). Profil PT Nikomas Gemilang, Produsen
Sepatu yang Tawarkan Pengunduran Diri 1.600 Pekerjanya.
https://bisnis.tempo.co/read/1678637/prpfiinikomasgemilang
produsersepatdyangtawarkanpengundurasdiri-1-600-pekerjanya
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purchase agreement with the State Electricity Company
(PLN) in 202175

One of the steps taken by PT Nikomas Gemilang is to
increase energy efficiency in all of the company's
operations. They adopt advanced technology and
energyefficient equipment, such as efficient production
machines and integrated energy management systems.
By optimizing energy use, companies can reduce
energy consumption and reduce carbon emissions
resulting from the production process.

In addition, PT Nikomas Gemilang has also utilized
renewable energy sources to meet its electricity needs.
They install solar panels in a number of their facilities,
so they can produce clean energy and reduce
dependence on fossil energy sources. This step not only
reduces carbon emissions, but also helps save energy
costs in the long term.

In an energy transition effort, PT Nikomas Gemilang
invests in more efficient technologies and systems. This
can increase the productivity and operational efficiency
of the company. By using more efficient energy,
companies can reduce production costs and increase
competitiveness. As a result, companies can provide

75 PLN. (15 Juni 2023). Energi Bersih Jadi Primadona, 28 Perusahaan
Besar Teken Kontrak Pembelian Layanan REC  PLN.
https://web.pln.co.id/media/siargrers/2021/12/enerdiersihjadi-
primadona28-perusahaabesartekenkontrakpembelianlayananrec

pin
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better economic benefits for employees, such as salary
increases or additional benefits.

The energy transition also opens up new opportunities
for job creation. In adopting new technologies and
renewable energy systems, PT Nikomas Gemilang
requires a skilled workforce in this field. This means
there is an opportunity for employees who have
expertise and knowledge in the field of renewable
energy to develop their careers in this company. In
adopting new technology, some traditional jobs may be
reduced or even replaced by machines or automation.

The National Workers' Union (SPN) as a member of
KSPI is required to respond to this transition. Based on
the results of an interview with Suprihat, the Head of
PUK from SPN has a main focus on protecting workers'
rights, providing worker guarantees, and increasing
skills and workers' adjustment to changes in
employment®

The results of an internal survey conducted by SPN
indicate that around 600% of plantation workers are
concerned about possible changes in work patterns and
demands for new skills resulting from the energy
transition. SPN is committed to protecting workers'
rights during the energy transition. They can ensure that
policy changes do not harm the interests and

8\Wawancara 21 Juni 2023
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sustainability of their members' work. The SPN works
as follows!’

1

Protection of Workers' Rights and Guarantees:
SPN is committed to protecting workers' rights
during the energy transition. They can ensure that
policy changes do not harm the interests and
sustainability of their members' work. SPNs can
fight for fair employment guarantees and provide
protection against unfair or unreasonable
termination of employment.

Energy Transition Policy Negotiation: SPN can
participate in the negotiation process with company
management to discuss a fair and sustainable
energy transition policy. They can advocate for
workers' needs in terms of job protection, training
and skills development, and living wages in the
new work environment emerging from the energy
transition.

Training and Skills Upgrading: The NES can play
a role in developing training and upskilling
programs for workers, so that they can adapt to the
new jobs associated with the energy transition.
Through appropriate training, workers can acquire
new skills that are relevant to changes in
technology and production practices adopted by
enterprises. This will help reduce job uncertainty
by increasing the competitiveness and mobility of
workers.

Worker Welfare Advocacy: SPN can fight for
adequate welfare programs and social benefits for

TWawancara 21 Juni 2023
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workers during the energy transition process. They
can work with company management to ensure
social security; health insurance and other benefits
protect the welbeing of workers and their
families.

5 Communication and information: The SPN can
play a role in providing clear information and
communication to union members about changes
related to the energy transition. They can provide a
good understanding of company policies, new job
opportunites and changes in the work
environment. This helps reduce uncertainty and
strengthens workers' confidence in the changes that
are taking place.

Through a proactive role and strong advocacy, SPN at
PT Nikomas Gemilang can help ensure that the energy
transition policy is implemented with due regard to
protection of workers' rights and guarantees, as well as
improving workers' skills to adapt to new jobs. This
will minimize job uncertainty and provide stability to
union members during a sustainable energy transition
process.
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4.3. Application of Green

Technology

the global economy that involves largeale

production of cash crops. This industry includes
various types of plantations, such as oil palm, tea,
rubber, coffee, cocoa, and many more. The plantation
industry contributes to the economies of producing
countries by providing jobs, increasing exports, and
supporting economic growth in rural areas.

The plantation industry is an important sector in

Indonesia is one of the main producers in the plantation
industry in the world. One of the main commodities in
the plantation industry is palm oil. Oil palm plantations
are the main source of palm oil which is used in the
food, cosmetic and biofuel industries. Indonesia and
Malaysia are the two largest producers of palm oil in
the world. Palm Oil Production: Indonesia is the world's
largest producer of palm oil, with production reaching
around 45 million tons in 2020. Oil palm plantations
provide a significant contribution to the country's
foreign exchange earnings and job creation for millions
of farmers and workers in this sector. According to BPS
data for 2020, the palm oil industry provides direct
employment to around 3.5 million peopfe.

78 Badan Pusat Statistika. (2022). Statistik Pekerja 2022.
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The plantation industry also includes tea plantations
which are popular in countries such as China, India and
Kenya. Tea is one of the most popular beverages in the
world, and tea plantations provide economic
opportunities for farmers and workers in hilly areas.
The production and processing of tea involves steps
such as picking the tea leaves, drying, rolling and
packaging. Indonesia is also a significant exporter of
tea, with exports reaching around 100 thousand tons in
2020. By 2020, the tea sector is expected to provide
direct employment to around 2 million people, mainly
in teaproducing regions such as West Java, East Java,
and Sumatra.

Rubber plantations are an important component of the
plantation industry. Rubber is used in various
industries, such as automotive, electronics, and
manufacturing. Indonesia and Thailand are the world's
two major rubber producers. Rubber farmers harvest the
sap from the rubber trees, which is then processed into
rubber sheets that are ready to be used in various
products.

Apart from that, the plantation industry also includes
coffee, cocoa, green tea, coconut, banana, and many
more plantations. Each of these plantations has its own
unique cultivation, harvesting and processing methods.
The plantation industry  provides economic
opportunities for farmers, plantation workers and the
surrounding community.
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In recent years, there has been increasing attention to
the sustainability and environmental impact of the
plantation industry. Efforts are made to promote
sustainable agricultural practices, protection of the
environment, and fair working conditions.
Certifications such as the RSPO (Roundtable on
Sustainable Palm QOil) for palm oil and the Rainforest
Alliance for some plantation commodities have been
implemented to ensure that plantation production meets
higher environmental and social stand&fds.

Through the sustainable production of cash crops, the
plantation industry provides economic opportunities for
farmers and workers, increases the country's exports
and meets global demand for a variety of products.
However, it is important for the plantation industry to
continue to develop sustainable and responsible
practices to maintain the sustainability of natural
resources and the wdlking of local communities.

It should be noted that behind the progress and
productivity of this industry, there is the life of farm
laborers and workers who work hard in the field. Their
lives are affected by the challenges, opportunities and
struggles they face in the plantation industry. Farm
workers and plantation workers often live around
plantations or come from remote and poor areas. They

7 Nuva, dkk. (2019). Ekonomi Politik Energi Terbarukan Dan
Pengembangan Wilayah: Persoalan Pengembangan Biodiesel di
Indonesia. Jurnal Sosiologi Pedesaan.
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often have low levels of education and depend on
plantation work as their main source of income.

Work in hot weather, without much rest or protection.

They may face the risk of work accidents, diseases
related to pesticide exposure, or physical injury. They
get a daily wage or salary which is insufficient to meet
their basic daily needs.

Their lives are often marked by limited access to
adequate education, health care and infrastructure.
Access to quality education may be limited for rural
workers or farm labourers. While their task in the field
is very heavy and full of challenges. Recent studies on
the plantation industry show that the application of
automated machine technology can replace up to 50%
of manual work in the production process.

Workers in the plantation industry sector are faced with
the risk of termination of employment and job changes
as part of the ongoing energy transition. Changes in
patterns of energy use and market demand have
affected job stability and career sustainability of

workers in the plantation industry. Data from the

Central Bureau of Statistics shows that Indonesia's
plantation sector has experienced a 5% decline in
employment in the past five years, largely due to

automation and the energy transition. There are several
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factors that lead to termination of employment in the
plantation industry, namel§®

1.

Decreased Demand: Energy transition towards the
use of renewable energy may result in reduced
demand for certain plantation products, such as
palm oil for biodiesel. If demand for these products
drops significantly, plantation companies may face
financial difficulties and be forced to reduce
production. In this situation, the risk of termination
of employment may increase, especially for
workers involved in the affected production
process.

Changes in Energy Use Practices: The energy
transition also involves changes in energy use
practices in the plantation industry. These changes
may result in job changes for workers previously
involved in the process.

Skills Matching: Changes in energy use practices
and market demand can also affect the skills
requirements of workers. Not all workers have the
appropriate skills or access to the necessary
training to adapt to these changes. This can lead to
skills gaps and risks of structural unemployment.

One of the large companies engaged in the plantation
sector is PT Astra Agro Lestari Tbk. PT Astra Agro
Lestari Tbk, otherwise known as Astra Agro, is a
leading company in Indonesia in the oil palm plantation

80 Nugrahayu Sumarosa, dkk. (2021). Analisis Penyerapan Tenaga
Kerja Pada Sub Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi
Kalimantan Timur. Jurnal llmu Ekonomi Mulawarman. Vol. 6.
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industry. Established since 1988, this company is
engaged in oil palm cultivation and various related
business activities. Astra Agro became a public
company in 1997 and is listed on the Indonesia Stock
Exchangé! This company is a subsidiary of PT Astra

International Tbk, one of the largest and most
prominent business groups in Indonesia.

The company plays an important role in the production
of palm oil which is used in the food, cosmetic and

bioenergy industries. PT Astra Agro Lestari Tbk has a
significant number of employees, reaching 34,500
people. has an important role in running the company's
operations, starting from oil palm cultivation activities

to other related business activities. They contribute to
ensuring smooth production, maintaining product
quality, and meeting market needs.

Company developments and changes in the work
environment have encouraged the formation of trade
unions. As companies grow and the number of
employees increases, workers feel it is important to
have a platform that can represent the voice of
employees and ensure fairness in the workplace.

Trade unions emerged as a response to the need to fight
for employee rights in the plantation industry.
Employees recognize the importance of having a
platform that protects their interests, including fair
wages, social security and decent working conditions.

81 Astra Agro Lestari. (05 Juni 2023). Profil Perusahaan.
https://www.astreagro.co.id/tonggalsejarah/
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The workers are members of the Chemical, Energy,
Mining, Oil, Gas and General Workers' Union (FSP
KEP)&

In 2019, FSP KEP conducted a demonstration in

response to the termination of the employment contracts
of 37 workers. Syahrul as chairman of the DPC FSP
KEP Tabalong said that the demonstration was an effort
by the union to express concern and fight for the rights
of employees who were affected by the termination of
the contract® The FSP KEP union sees the importance

of protecting job continuity and employee welfare, as

well as ensuring fairness in the contract termination

process.

PT Astra Agro Lestari, as a company in the plantation
sector, also plans to implement an energy transition
policy as part of its social and environmental

responsibility. However, in this process, the company
had to face criticism from the KEP FSP Workers' Union
who argued that this policy had a negative impact on
the fate of workers.

In an era characterized by climate change and limited
energy resources, companies have a responsibility to
reduce their carbon footprint and seek -&oendly
solutions. The energy transition policy at PT Astra Agro
Lestari may involve the use of renewable energy such

82 KEP merupakan serikat pekerja anggota KSPI.
83 Wawancara dengan Syahrul, 07 Juni 2023.
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as bioenergy or solar energy, as well as introducing
environmentally friendly technologies to the production

process. While these goals are important in the long
run, these policies may impact workers.

Syahrul conveyed that one of the main concerns of the
KEP FSP is the potential for mass layoffs (PHK) as a
result of this energy transition. The introduction of new

technologies and changes in production patterns can
result in reductions in the workforce or changes in the
duties and responsibilities of workers. This uncertainty

creates concerns about the continuity of employment
for union members.

The company's sustainability report reveals that it plans
to reduce its greenhouse gas emissions by 20% in the
next five years by shifting to renewable energy and
more environmentally friendly production practices.
The results of an internal survey show that around 60%
of plantation workers are concerned about possible
changes in work patterns and demands for new skills
resulting from the energy transition.

Trade unions have an important role in ensuring

workers' rights are protected during the energy

transition process in companies. There are several

strategies implemented by FSP KEP to deal with this

problem, namel{*

1. Trade unions should collect information on energy
transition plans proposed by companies. This

84 \Wawancara dengan Syahrul, 07 Juni 2023
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includes an understanding of the steps to be taken,
the timeframe, the impact on the work, and
potential changes in the organizational structure.
Conduct training and skills development which
may require adjustment in new roles or new
technologies introduced during the energy
transition. By upgrading workers' skills, workers
have a better chance of adapting to change and
staying relevant in the workplace.

Communicate with Management: Unions should
engage in open dialogue with company
management. They should ask management to
share more information about the energy transition
plan and open up space for discussion and
exchange of views.

Monitor the Transition Process. The union
monitors and monitors the implementation of the
energy transition policy in the company. This will
ensure that agreed commitments are honored and
workers' rights are protected. If there are problems
or discrepancies, the union can demand appropriate
corrections and adjustments.

These steps are considered by trade unions to play an
active and constructive role in guaranteeing workers'
rights during the energy transition at PT Astra Agro
Lestari or other companies, so that the transition
process can take place more smoothly and fairly for all
parties involved.

Meanwhile, companies need to pay attention to skills
development and employee competence improvement,
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so that they can adapt to these changes and have the
opportunity to get new jobs and according to market
needs.
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